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| Editor’'s Note |

Para sahabat ISIN di seluruh Indonesia yang baik hatinya,

Berawal dari cakap-cakap tidak
serius, pada Sabtu pagi 21 April
2012 di Kantor IIEF Jakarta, akhirnya
Majalah Social Justice Magz yang
terkesan serius ini pun tercetus
begitu saja. Dalam empat jam itu pula
kita yang saat itu cuma berempat,
Mba Nune’, Nelti, Ahmad Zaky, dan
Rafianti, mempersiapkan sebuah
konsep majalah.

Awalnya tidak mau dadakan begini,
seperti biasa di hari Sabtu biasanya
kantor IIEF buka cuma-cuma buat
alumni yang mau diskusi atau kopi
darat. Lumayan, suasana kantornya
bikin adem, cemilan aneka kuenya
mantap, makan siang disediakan
pula. Mau ngopi, mau ngeteh tinggal
tuang lengkap dengan krimernya.
Tapi entah mengapa, tiba-tiba muncul
ide bagaimana kalau majalah bisa
diterbitkan tanggal 3 Mei, karena
Bu Mary katanya akan datang
mengunjungi kita pada 4 Mei 2012
mendatang. Maunya ada sesuatu
yang bisa diberikan sebagai bentuk
laporan atau bukti eksistensi ISIN.
Seketika pembicaraan jadi serius
Sabtu pagi itu.

Kita yang berempat kemudian
mempersiapkan konsep majalah,
menyusun anggota tim redaksinya,
berikut rencana penerbitan edisi
mendadak, maksudnya edisi perdana.
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Nama majalahnya pun langsung
diberi nama 'Social Justice Magz'.
Seketika Mba Nune’ mengeluarkan
koleksi segala macam majalah

dan buletin yang dimiliki [IEF yang
ternyata banyak juga sebagai bahan
referensi. Sebagian nama rubrik kita
contek dari beberapa majalah dan
buletin yang ada. Nama-nama rubrik
dibuat ‘keren’, yah setidaknya kami
mengganggapnya keren pada waktu
itu hehehe...

Tenggat waktu yang serba kilat
membuat kita langsung bagi-bagi
tugas. Pokoknya, siapa yang bisa
dihubungi, langsung dihubungi.
Dalam satu pekan, bahan-bahan
sudah harus ada, karena tanggal
30 April sudah harus dilayout dan
diterbitkan tanggal 3 Mei. Sebagian
temen-temen ditodong agar bisa
berkontribusi, yang di‘paksa’ itu
termasuk Amirul Mukminin yang
sedang berada di Belanda, Rilda
di UK, dan Fitriah Kartini di Mesir.
Alhamdulillah, teman-teman tersebut
rela dipaksa menuliskan opini dan
pengalamannya pada edisi ini.
Untuk sebuah majalah komersil
(untungnya ini belum komersil),
mana ada kontributor menulis di
bawah tekanan deadline, tanpa
dibayar pula. Yang bikin gak enak
hati (baca:bikin girang), Amir bahkan

menyatakan kesediaannya dan siap
mengirimkannya dalam waktu dua
hari. Hebat.

Baiklah saudara-saudara sekalian,
inilah hasil dari kerjaan kepepet itu.
Tidak ada niat untuk mendahului,
tenggat waktu yang singkat membuat
kita harus bergerak cepat. Banyak
sekali yang harus diperbaiki sehingga
kita membutuhkan masukan-masukan
positif dan mambangun. Tentu
yang diharapkan tidak saja sekadar
masukan, tapi juga kontribusi dan
keterlibatan dari segenap kawan-
kawan ISIN. Silakan mengirimkan
apapun informasi berupa tulisan,
kilas kabar berita, opini, pengalaman,
foto-foto, dan lain sebagainya.

Kita akan siap membantu untuk
menempatkannya ke dalam majalah
ini. Ini voluntary basis (semoga
menjadi amal jari'ah), tapi kita akan
berusaha memberikan yang terbaik.
Semoga majalah ini bisa menjadi
wadah Learning — Leadership -
Commitment para anggota ISIN,
sesuai dengan moto majalah ini.

Salam,
Rafianti
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Pendidikan Mengeluarkan

Saya dari Kemiskinan

osan menyandang status orang

miskin, Muhammad Firdaus
bertekad harus berpendidikan tinggi
walau pun saat itu dia menjadi
bagian dari ribuan anak-anak jalanan
Jakarta. Sejak kecil, jalanan memang
menjadi bagian kehidupannya. Setiap
hari anak Betawi asli kelahiran 26
Desember 1969 ini harus naik turun
bis, dari lampu merah ke lampu merah
lain, di bawah sengatan matahari,
debu, dan asap knalpot kendaraan.
Kehidupan keras itu dilakukan demi
tekadnya untuk terus bersekolah.
Bahkan, ketika teman-teman
sesama anak-anak jalanan terpaksa
memutuskan sekolahnya, Firdaus
pantang surut melangkah. Dia terus
saja bekerja sambil sekolah. Berbagai
profesi pun dilakoni, mulai dari
penjaja koran, tukang parkir, hingga
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menjadi satpam di sebuah rumah
sakit.

Kerja kerasnya berbuah manis
ketika tahun 1988 dia dinyatakan
diterima menjadi Mahasiswa
Univesitas Indonesia Fakultas Ilmu
Budaya Jurusan Sejarah. Siapa yang
tidak bahagia dan bangga, si anak
jalanan ternyata mampu menembus
kampus idaman calon mahasiswa
di seluruh Indonesia. Dia meyakini,
keseriusan adalah kunci masuk
perguruan tinggi favorit, entah dia
berasal dari kalangan mampu atau
kalangan miskin.

Uniknya, selama kuliah di Ul, Firdaus
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tidak perlu mengeluarkan uang.
Ternyata para dosennya mengetahui
kondisi ekonomi Firdaus sehingga
banyak yang membantunya.
Sebenarnya bukan maunya dia
mendapat belas kasihan tanpa usaha
dari dosen-dosennya tersebut. Karena
selama menjadi mahasiwa pun dia
berhasil memperoleh beasiswa

dan tercatat sebagai mahasiswa
berprestasi.

Tahun 1995 Firdaus berhasil
menamatkan pendidikannya.
Sebagai lulusan Ul dengan segudang
prestasi, pekerjaan dengan mudah
menghampiri. Firdaus pernah bekerja
sebagai editor di penerbit PT Intan
Pariwara, sebagai Program Manager
Yayasan Pelita Ilmu, namun akhirnya
dia lebih menuruti panggilan hati.
Menurutnya, kemiskinan bukan
saja miliknya. Masih banyak anak
jalanan yang memiliki mimpi serupa
dengannya. Mereka juga bosan
dengan kemiskinan. Sehingga dia
berpikir untuk membantu anak-
anak jalanan keluar dari kemiskinan
melalui pendidikan pula.

Keterlibatan Firdaus ke dunia
pendidikan berawal dari kegiatan
kursus bahasa Inggris yang
didirikannya pada 1999 di pinggiran
Kali Ciliwung, Bukit Duri, Manggarai.
Ternyata, kursus ini mendapatkan
keuntungan yang lumayan.
“Keuntungan kursus ingin digunakan
untuk kepentingan sosial,” ujarnya
mulai bercerita tentang cikal bakal
sekolah gratis yang diusahakannya.
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Mulailah Firdaus mencari anak-anak
jalanan putus sekolah usia 12 hingga
15 tahun agar bisa bergabung dengan
sekolahnya. Jadi, pagi hari gedung
pinjaman dari Yayasan Pelita Ilmu
tersebut digunakan sebagai tempat
kursus Bahasa Inggris, sorenya
digunakan untuk sekolah gratis.

Awalnya, murid yang barhasil
dia tampung berjumlah 20 orang.
Tapi dalam kurun waktu satu tahun,
jumlahnya terus bertambah hingga
mencapai 100 orang. Pada Juli 1999
Firdaus resmi mendirikan Remaja
Masa Depan (RMD) Foundation,
sebuah yayasan yang menyediakan
program sosial bagi anak-anak
jalanan yaitu bebas biaya sekolah,
pelatihan kejuruan, keuangan mikro
dan beasiswa.

Seiring waktu, isu pun berkembang
tidak saja mengenai penyediaan
pendidikan yang layak bagi anak-
anak jalanan, tetapi juga masalah
kesejahteraan, kesehatan, dan
layanan asuh yang sangat dibutuhkan
anak-anak tersebut. Krisis moneter
pada waktu itu sangat dirasakan
dampaknya bagi warga tidak mampu
di Jakarta.

Kondisi anak-anak yang tidak
memiliki tempat tinggal layak
membuat Firdaus terus berupaya
bergerak mencari bantuan donatur.
Anak-anak kemudian dikerahkan
untuk mengumpulkan sumbangan
ke warga-warga. Kala itu pencari
sumbangan tidak sebanyak sekarang
dan warga cukup mempercayainya.
Pada 2003 dengan fasiltias seadanya,
Firdaus bersama sang istri, Maryamah,
mendirikan panti asuhan yang
masih satu naungan dengan RMD
Foundation.

Keteguhan dan komitmen Firdaus
beserta istri berjuang meningkatkan
pendidikan anak-anak jalanan dan
tidak mampu di kawasan pemukiman
Tebet, membuat kepercayaan
warga terhadapnya meningkat.
Danatur dan para relawan yang
bersedia membiayai operasional
dan kebutuhan anak-anak terus
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bertambah. Sehingga bisa dikatakan,
90 persen pendanaan RMD
Foundation berasal dari masyarakat
sekitar. Keunggulan inilah yang
mengantarkan M Firdaus mendapat
penghargaan sebagai pengelola
pendidikan informal bagi anak putus
sekolah dari Pemprov DKI Jakarta dan
Mendiknas.

Di mata internasional, kiprah
Firdaus juga tercatat mengharumkan.
Yayasannya berhasil menjuarai
lomba pengentasan kemiskinan
paling inovatif yang diselenggarakan
oleh The World Bank tahun 2005.
Belum lagi kunjungan yang dilakukan
oleh beberapa lembaga luar negeri
seperti Direktur IMF, Direktur IIEF, dan
sebagainya.

Namun dari itu semua, hadiah
terbesar yang dia terima adalah
kepercayaan yang diberikan
International Fellowship Program
— Ford Foundation, lembaga beasiswa,
yang memberinya kesempatan untuk
melanjutkan cita-citanya ke jenjang
S2 pada 2006 lalu. 'Saya memang
mengimpikan untuk melanjutkan
sekolah lagi. Saat bekerja, saya sudah
menyisihkan sedikit demi sedikit
uang agar bisa kuliah lagi. Tapi
kemudian saya malah mendapatkan
kesempatan beasiswa, malah bisa
keluar negeri,” ujarnya. Firdaus

menyelesaikan studinya pada

bidang Social Welfare, Social Work,
and Social Development dengan
spesialisasi Child Issues (International
Child Welfare) di Universitas East
Anglia, Norwich, Inggris pada 2007.
Perjalanan hidup Firdaus tidak saja
membuktikan bahwa pendidikan
tinggi bisa mengeluarkannya dari
dunia kemiskinan, tapi lebih dari

itu. Dengan pendidikan, Firdaus
malah bisa mengubah hidup

banyak orang lain menjadi lebih

baik. Dengan pendidikan master
yang disandangnya, Firdaus bisa
melakukan lebih banyak hal demi
peningkatan kesejahteraan anak-anak
jalanan, membangun jaringan dengan
sesama LSM, dan menciptakan
program dan aktivitas yang berkaitan
dengan anak-anak miskin di
Indonesia.

Saat ini dia tengah berkonsentrasi
untuk mendirikan sekolah SMP dan
SMA gratis di perbatasan hutan Taman
Nasional Gunung Salah Halimun.
Menurutnya, anak-anak yang hidup
di perbatasan hutan ini rentan
mengalami putus sekolah. Biasanya,
kebanyakan anak-anak ini tamat SD
dan kemudian mencari kerja ke kota
untuk bekerja sebagai buruh rendah,
atau pekerja rumah tangga. Selamat
berjuang, Kawan...
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Pendidikan Setara dan Adil, Kapan?...

foto: Elis

Penulis: Rafianti, Sepus Fatem, Ni Nyoman
Anna Marthanti, Nur Hasanah, M Chozin

YDalam satu tahun pertama,
SEKOLAH akan diGRATIS kan..
Penduduk buta huruf akan NOL
dalam tahun dua tahun Masa
Jabatan Kami...

Pendidikan akan menjadi prioritas
pertama pembangunan kami...”

su pendidikan ternyata memang

mujarab menghimpun simpati
masyarakat dalam setiap pemilihan
kepada daerah baru. Sehingga tidak
heran, di setiap baleho, kandidat
sangat 'rajin’ berkampanye dan
mengumbar janji-janji tentang
peningkatan pendidikan masyarakat.
Tulisan PENDIDIKAN GRATIS akan di
highlight dan dibesar-besarkan di
sepanjang jalan protokol.

Harapan masyarakat, terutama
masyarakat kalangan bawabh,
terhadap pendidikan sangatlah besar
seiring kesadaran bahwa ilmu yang
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dimiliki bisa membawa perubahan
dalam kesejahteraan hidupnya.
Alasan ini juga yang membuat
Muhammad Firdaus, salah satu alumni
IFP asal Jakarta, bertekad kuat untuk
tidak putus sekolah walaupun dengan
latar belakang yang menurut pikiran
orang awam tidak akan bisa. M
Firdaus yang merupakan bagian dari
ribuan anak-anak jalanan di Jakarta
berhasil mendobrak ketidakbisaan
menjadi sesuatu yang terbukti bisa
dilakukan, yakni berpendidikan
tinggi. "Pendidikanlah yang bisa
mengeluarkan saya dari kemiskinan,
dan kuncinya serius,” jawabnya
ketika ditanya tentang kiat suksesnya.
Berdasarkan data dari Dinas Sosial
DKl Jakarta (Kompas.com, terbit

Rabu 24 Agustus 2011), jumlah anak
jalanan pada 2010 mencapai 5.650
orang dan meningkat menjadi 7.315
orang pada 2011. Pada umumnya
mereka bekerja sebagai pengemis,
pengamen, pengelap kaca mobil,
pedagang asongan, joki 3 in 1, dan
parkir liar.

Kondisi di atas membuktikan
susahnya mendapatkan akses
pendidikan yang layak dan pro
rakyat tidak saja ditemui di kota-
kota terpencil. Kota sebesar kota

Jakarta, isu pendidikan juga menjadi
masalah besar. Pendidikan gratis yang
ditawarkan ketika berkampanye pun
tidak dengan mudah diwujudkan.
Karena yang kerap terjadi sebenarnya
adalah tidak ada satupun sekolah,
terutama sekolah negeri, yang bisa
menerapkan pendidikan yang benar-
benar gratis. Karena murid juga harus
siap menyertakan modalnya untuk
membeli buku bacaan alternatif,

alat tulis, dan baju seragam, belum
pengutan-pungutan dadakan lain
yang kerap diminta sekolah.

Menteri Pendayaagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
Azwar Abubakar baru-baru ini
bahkan meminta istilah pendidikan
gratis sebaiknya dihapus (Kompas.
com, terbit Minggu 29 April 2012).
Menurutnya, pemerintah telah
mengalokasikan anggaran pendidikan
vang cukup besar melalui APBD. Dana
ini bersumber dari masyrakat yang
membayar pajak. Sehingga ketika
anggaran APBD digunakan untuk
membiayai pendidikan dengan tidak
dipungut biaya, maka itu adalah hal
yang wajar. Dengan demikian, istilah
pendidikan gratis tidak perlu lagi.
Bahkan adalah sesuatu yang tidak
wajar kalau ternyata pendidikan
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tidak bisa digratiskan di suatu daerah
manapun.

Jika memang demikian, berarti
tidaklah etis ketika setiap pilkada
setiap calon pimpinan daerah
berjanji akan menggratiskan
sekolah. Ini membuat masyarakat
berpikir, sekolah gratis yang mereka
dapatkan merupakan gebrakan dan
inisitif baik dari kepala daerahnya.
Padahal, menurut MenPAN, adalah
hak masyarakat untuk mendapatkan
pendidikan gratis karena mereka
telah membayar untuk itu melalui
pajaknya.

Indonesia Mengajar

Konsep keadilan pada pendidikan
memuat kata kunci yang cukup
banyak. Para pakar pendidikan
ketika diminta secara teoritikal
makna berkeadilan bisa berhari-hari
menerangkan konsep-konsepnya.
Pendidikan berkeadilan berkaitan
dengan banyak hal, bisa bicara
tentang subjeknya yakni manusianya,
bisa bicara tentang infrastruktur
atau sarana dan prasarananya,
bisa bicara tentang financial dan
pengelolaannya, metodenya dan
pendekatan pengajarannya, dan
sebagainya.

Anies Baswedan, penggagas
Indonesia Mengajar kepada
Social Justice Magz mengatakan,
penyebaran guru di Indonesia tidak
merata, walaupun rationya sudah
cukup baik, yakni satu gutu untuk 18
siswa. Anies Baswedan menyebutkan,
terdapat 21 % sekolah di perkotaan
yang kekurangan guru, 34 % sekolah

di desa, dan 66 % sekolah di pelosok.
Yang dimaksud pelosok di sini adalah
pulau-pulau kecil. ]adi, ada sekolah
yang kelebihan guru, dan sekolah
yang kekurangan guru,” ujarnya.

Maka itu, Indonesia Mengajar
yang digagas oleh Anies Baswedan
mencoba menawarkan solusi yang
menurutnya sangat fundamental
yakni, kesediaan dan kualitas guru
melalui penyebaran kaum muda
terpelajar ke tempat-tempat yang
membutuhkan guru.

Seperti dikatakan Hikmat Hardono,
Direktur Eksekutif Indonesia
Mengajar, siapa pun bisa saja
berdebat soal pendidikan yang
malah kadang menambah runcing
perdebatan. Tapi seiring perdebatan
tersebut, umur seorang anak akan
terus bertambah, dan ini akan
membuang waktu berharga mereka.
“Kita berbicara tentang kebijakan pun
akan tergantung dengan pihak yang
langung berhadapan dengan siswa,
yaitu guru. Gurulah yg dicontoh
tingkah lakunya, dilihat senyumnya,”
ujar Hikmat menerangkan mengapa
IM fokus pada penyediaan dan
penyebaran guru ke daerah dan
lokasi-lokasi yang membutuhkan.
Lalu mengapa tidak meningkatkan
kualitas guru yang sudah ada saja?
“Kita sudah melakukan banyak
hal, contohnya pelatihan guru dan
lain-lain. Kalau kita menyelesaikan
semua hal itu, dan memandang
pendidikan hanya sebagai program,
maka masalah pendidikan tak akan
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terselesaikan. Oleh sebab itu, IM
bertujuan membuat pendidikan
sebagai gerakan sosial, sehingga
semua orang bertanggung jawab,"”
ujar Hikmat menerangkan.

Para pendiri IM percaya mendidik
adalah memimpin. Sehingga
ketika para pengajar muda mampu
mengisi kekurangan guru di pelosok
daerah, mereka juga mendapatkan
pengalaman yang luar biasa yang
menjadi bagian proses pembentukan
karakter sebagai calon-calon
pemimpin Indonesia. Pengalaman
para pendidik muda di lapangan
merupakan pengalaman yang luar
bisa, membentuk karakter dan nilai
yang akan terus membayangi proses
perjalanan hidupnya. Kabar baiknya,
pemimpin adalah orang yang bisa
mengajar. Karena basic teaching itu
kira-kira sama dengan leadership,”
ujar Hikmat. Maka itu, selain IPK
sebagai bahan pertimbangan, ada
penilaian lain yang dilakukan untuk
para calon pengajar di IM yakni
potensi leadership masing-masing.

Lalu tawaran apa yang diberikan
oleh IM kepada para pengajar
muda ini? “Kalau kita menawari
sebagai pekerjaan, maka mereka
akan membandingkannya dengan
pekerjaan lain. Oleh sebab itu,
levelnya harus ditinggikan. Dan kami
menawarkan untuk mengabdi. Kalau
kami bertanya mau tidak bekerja
di daerah jadi menguru? Mungkin
mereka akan memilih pekerjaan lain.

Social Justice Magz
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Tapi jika ditanya maukah mengabdi
di daerah, maka mereka akan berpikir
beda,” kata Hikmat bermaksud bawa
memotivasi seseorang tidak melulu
dengan uang. IM telah membuktikan
hal itu. Bahkan IM kewalahan dengan
banyaknya peminat kaum muda
terpelajar untuk bisa mengajar di
pelosok-pelosok daerah. ‘Dari total
pendaftar berjumlah 19 ribu, hanya
240 orang yang bisa lolos selama

4 angkatan. Berarti tidak sampai 1
persen yang bisa mengajar di IM.

Kesetaraan dan Keadilan Pendidikan
Amirul Mukminin, PostDoc
Researcher at Teacher Education
Institute, University of Groningen,
the Netherlands , mengutip
beberapa pengertian tentang yang
dimaksudkan dengan kesetaraan
dan keadilan dalam pendidikan.
Menurutnya, kesetaraan dalam
pendidikan berkaitan dengan peluang
yang sama, yakni pendidikan harus
untuk semua warga masyarakat, tanpa
terkecuali. Kemudian, setiap murid
berhak mendapatkan sumber dan
pelayanan pendidikan yang sama.
Konsep keadilan dalam pendidikan
ternyata memiliki pengertian yang
lebih luas lagi. Keadilan fokus pada
prinsip bahwa semua murid harus
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diberikan peluang yang
nyata tentang persamaan
hasil. Maksudnya, setiap anak
mendapatkan hak belajar dan
dalam proses mendapatkan
haknya tersebut dalam
kondisi yang sama dengan
lainnya.
Siapapun bisa
mendapatkan hak belajarnya.
Dan mereka mendapatkan
persamaan peluang untuk
belajar tersebut sesuai
dengan karakteristik
masing-masing. Dengan
kata lain, setiap murid
berhak mendapatkan
pendidikan terbaik sesuai
dengan karakteristiknya.
Anak-anak berkebutuhan
khusus tetap mendapatkan
pendidikannya sesuai
dengan kebutuhannya, anak-
anak cacat mendapatkan
akses yang sama. Status
sosial juga bukan menjadi perbedaan
untuk mendapatkan pendidikan
dengan kualitas yang sama baiknya.
Lalu apa yang dimaksud dengan
keadilan sosial dalam terminologi
pendidikan? Untuk menerangkan
jawabannya, Amirul Mukminin
yang juga merupakan Alumni IFP
Cohort 2 ini, mengutip Nieto dan
Bode (2008, p.11), keadilan sosial
dalam terminologi pendidikan
adalah memberikan peluang yang
sama kepada setiap orang sehingga
mereka bisa berkembang dan
mencapai potensinya masing-masing.
Caranya adalah dengan memberikan
akses seluas-luasnya terhadap segala
hal yang berkenaan dengan barang,
jasa dan pelayanan, sosial dan budaya
termasuk mempertimbangkan bakat
masing-masing individu maupun
kelompok. N

Sokola di Pesisir Makassar

“Makassar Menuju Kota Dunia”.
Inilah slogan yang senantiasa
didengung-dengungkan oleh pejabat
setempat dan kian sering terdengar
terutama menjelang Pemilu
mendatang. Tak ada yang salah
dengan niatan tersebut menurut saya,
akan tetapi salah kaprah yang sering

kali terjadi (bahkah oleh pemerintah
kota sendiri) dalam mengartikan Kota
Dunia sebagai suatu pembangunan
fisik yang identik dengan bangunan-
bangunan tinggi dan gedung-gedung
mentereng. Sementara banyak
hal-hal lain yang terlupakan dan
tergerus oleh pembangunan yang
mengatasnamakan kepentingan
rakyat tersebut.

Di kota Makassar,utamanya di
seputaran Pantai Losari dan Tanjung
Bunga yang mengalami reklamasi,
sebuah perubahan besar tengah
berlangsung pada masyarakat
nelayan yang beberapa tahun yang
lampau mendominasi kawasan ini.
Perlahan tapi pasti mereka mulai
tersingkirkan oleh pembangunan
yang sama sekali tak berpihak pada
kepentingan mereka. Pembangunan
yang semestinya bertujuan untuk
mensejahterakan, meningkatkan
kualitas hidup serta menjamin
penghidupan rakyat tak menyentuh
kehidupan mereka, padahal kegiatan
pembangunan tersebut berlangsung
di daerah mereka.

Kawasan pesisir yang tadinya
menjadi lahan mereka mencari
penghasilan sebagai nelayan yang
merupakan keahlian mereka yang
secara turun temurun diwariskan

foto: Elis
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mulai berubah menjadi lahan
tumbuh yang dibangun menjadi
perumahan mewah, mal, hotel,

wahana bermain dan gedung-gedung

bertingkat. Pantai yang tadinya
menjadi tempat bermain anak-anak
dan menambatkan perahu mereka
berganti menjadi timbunan tanah
merah yang dipagari dan dijaga
secara ketat. Beberapa blok rumah
susun-sewa yang konon dibangun

untuk masyarakat di pesisir ini justru

harganya tidak terjangkau oleh

mereka. Sehingga bila benar rencana

pemerintah merelokasi mereka dari
lokasi yang sekarang maka sudah
pasti bukan mereka yang akan
menempatinya. Lautan yang bebas
dan milik negara pun tak luput dari
patok-patok kepemilikan atas nama
pribadi.

Sementara pemerintah sibuk
dengan pembangunannya,
masyarakat pesisir ini menjadi
korban yang paling besar terkena
imbas dari mimpi menuju kota
dunia ini. Betapa tidak, akibat lahan
tumbuh di Pesisir Mariso ini, aliran
air laut terhambat. Tempat yang
tadinya menjadi penampungan air
bersih menjadi pembuangan yang
mengakibatkan banjir makin sering
terjadi karena kurangnya analisa
dampak lingkungan. Sebagian

besar masyarakat nelayan ini juga
mulai berganti profesi sebagai

buruh bangunan, tukang becak,

kuli dan pekerja kasar lainnya

karena tempat mereka mencari ikan
semakin tergerus dan menyebabkan
penghasilan mereka juga terus
menurun. Banyak anak-anak mereka
terpaksa berhenti sekolah dan
membantu perekonomian keluarga
dengan bekerja. Seringkali mereka
terpaksa harus mengamen, menjadi
pengemis, pemulung atau pedagang
asongan. Kehidupan yang keras,
tidak adanya pekerjaan dan beban
hidup acapkali pula membuat
beberapa diantara mereka melakukan
aksi kejahatan dan kriminal. Label
preman atau penjahat pun seringkali
disematkan tanpa mempedulikan apa

yang sebenarnya terjadi pada mereka.

Pada akhir tahun 2004, Lembaga
Sokola (www.sokola.org) yang
dimotori oleh Butet Manurung
diminta oleh warga Mariso untuk
membantu anak-anak dan remaja
mereka. Dari hasil assessment
diketahui bahwa sebagian besar dari
mereka yang tinggal dipemukiman
padat penduduk ini tidak dapat
menulis, membaca dan berhitung
serta tidak memiliki keterampilan
hidup yang bisa dijadikan bekal
untuk mencari pekerjaan. Di tahun
pertamanya, Sokola menitikberatkan
pada program calistung (baca-
tulis-hitung). Ditahun kedua, selain
memantapkan literasi, juga ditambah

S e
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dengan program keterampilan
terutama yang bersifat aplikatif
seperti komputer. Selanjutnya pula
ditekankan pada kaderisasi agar
nantinya mereka mampu meneruskan
apa yang telah dirintis ini kepada
anak-anak dan remaja setelah
mereka. Dan untuk mengakomodir
kebutuhan peserta didik yang
bertempat tinggal di kawasan pesisir
Mariso, maka selanjutnya kegiatan
belajar tersebut disebut dengan
Sokola Pesisir Mariso.

Awalnya, dari hasil rapat warga dan
kesepakatan bersama, Sokola Pesisir
dipinjamkan lahan yang masih berupa
perairan (lahan tumbuh) untuk
dijadikan rumah belajar. Beberapa
instansi swasta yang simpati
dengan kegiatan Sokola Pesisir
lalu memberikan bantuan berupa
timbunan, fondasi dan bangunan
rumah panggung kayu yang sampai
sekarang dipakai berkegiatan.
Anak-anak dan remaja bebas belajar
dan mengatur diri mereka dengan
berbagai kelompok keterampilan
yang mereka pelajari dari para
relawan. Pendekatan budaya lokal
yang dipakai berhasil membuat para
orangtua mempercayakan anak-anak
mereka belajar dan bermain di Sokola
Pesisir. Bahkan sejak tahun 2006,
juga telah dilaksanakan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD/TK) tanpa harus
membayar sesen pun alias gratis dan
telah menamatkan banyak siswa-
siswi.
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Sayangnya, Sokola Pesisir tetap
tak lolos dari efek pembangunan
kawasan pesisir ini. Sang pemilik
memiliki rencana lain untuk lahannya
dan meminta Sokola Pesisir untuk
segera pindah di bulan Mei 2012.
Pesatnya pembangunan di seputaran
Tanjung Bunga ini membuat nilai
ekonomis lokasi ini juga bertambah.
Dampaknya, Sokola Pesisir harus
pontang-panting mencari jalan
agar kegiatan mereka bisa tetap
terus berlangsung agar apa yang
telah dirintis tak terputus begitu
saja. Masyarakat Mariso pun sangat
menyayangkan apabila Sokola Pesisir
tak lagi berkegiatan, namun mereka
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tak mampu berbuat banyak untuk
mencari dana buat pembelian tanah
dan bangunan rumah belajar yang
baru. Mereka menilai keberadaan
Sokola Pesisir memberikan efek
positif kepada kaum muda Mariso
dan keterampilan yang diajarkan
memudahkan mereka dalam
persaingan dunia kerja. Bahkan
banyak diantara anak didik Sokola
Pesisir berhasil meraih prestasi yang
membanggakan.

Akhirnya, sejak November 2011
telah dilakukan aksi penggalangan
dana untuk rumah belajar yang baru
tersebut. Aksi ini didukung oleh
berbagai komunitas, instansi swasta,

individu dan pihak-pihak yang
peduli pada pendidikan masyarakat
yang terpinggirkan akibat dampak
pembangunan ini. Saya sendiri
terlibat sebagai relawan untuk aksi
penggalangan dana ini utamanya
yang berhubungan dengan media,
komunikasi dan dokumentasi. Sejauh
ini Sokola Pesisir telah berhasil
membeli sepetak tanah yang letaknya
tak jauh dari rumah belajar saat

ini. Penimbunan dan fondasi juga
telah dilakukan berkat donasi yang
dihimpun dari aksi penggalangan
dana tersebut. Saat ini jumlah

dana yang terkumpul masih belum
mencukupi untuk pembangunan
rumah belajar yang baru, masih

Adaptasi Kebijjakan untuk Papua

foto: Sepus

Tanah Papua merupakan salahsatu
wilayah yang berada di ujung
timur Indonesia. Wilayah ini secara
administrasi pemerintahan terbagi
menjadi 2 unit pemerintahan
provinsi. Papua yang beribukota di
Jayapura dan Papua Barat dengan ibu
kota di Manokwari. Secara budaya,
Tanah Papua di diami oleh 312 suku
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yang menyebar pada 3 daerah utama
yakni daerah kepala burung, daerah
pegunungan tengah hingga pantai
utara dan daerah dataran rendah

di sebelah selatan pegunungan
Jayawijaya. Pengelompokkan
karakteristik masyarakat di atas bisa
terlihat dan nampak melalui cakupan
wilayah, kepemilikan tanah adat,
mata pencaharaian, makanan pokok,
kekayanaan, pendapatan kontan,
pola perkawinan, sistem keturunan,
sistem hukum serta sistem adaptasi
terhadap sebuah inovasi, termasuk
adaptasi dalam pendidikan.

Sektor pendidikan di Tanah Papua
menjadi prioritas pemerintah sejak
tahun 2001. Pengembangan sektor
pendidikan di Tanah Papua saat ini
menjadi salahs atu fokus pemerintah
pusat dalam rangka mobilisasi
pembangunan dan pemberlakuan
otonomisasi khusus bagi
pengembangan sumberdaya manusia
Papua melalui Undang-Undang No. 21
Tahun 2001.

Interval waktu kurang lebih 12
tahun sudah terhitung pemberlakuan
otonomi khusus di maksud.
Walaupun pemerintah gencar-gencar
mendorong proses implementasi
otonomi khusus di Tanah Papua,

namun gelombang demonstrasi

dan unjuk rasa yang berujung pada
tuntutan memisahkan diri dari NKRI
terus bergulir. Hal ini dipicu oleh
berbagai hal, salahsatunya kebijakan
pembangunan otonomisasi khusus
yang dianggap memang tidak
memberikan affirmative action bagi
orang asli Papua.

Data sektor pendidikan
menunjukkan bahwa Human
Development Index Penduduk Papua
adalah 64,8 (peringkat ke-30 dari 33
provinsi). Hal ini berarti bahwa angka
harapan hidup, angka melek huruf
, rata-rata lama sekolah tergolong
memprihatinkan dan menempati
empat provinsi paling buruk di
Indonesia. Kebanyakan orientasi
pembangunan pendidikan saat ini
lebih menekankan pada peningkatan
jumlah murid yang dikuti dengan
pembangunan gedung-gedung
sekolah. Murid yang jumlahnya
meningkat memang dapat ditampung
dengan bertambahnya jumlah
gedung, namun guru sebagai unsur
penentu keberhasilan pendidikan
kurang di perhatikan. Kekurangan
tenaga pengajar atau guru pada
setiap jenjang pendidikan dan
rendahnya kualitas pengajar yang
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membutuhkan dana yang cukup
besar. Beberapa cara bisa dilakukan
untuk membantu keberlangsungan
Sokola Pesisir, antara lain dengan
memberikan donasi melalui rekening
Sokola Pesisir di BNI Cab. Mattoangin,
a.n Andi Sulfiani qq Sokola Pesisir,
no. 0243682214, atau membeli
produk kerajinan tangan yang dibuat
oleh remaja dampingan, melakukan
kampanye penggalangan dana dari
komunitas anda serta memasukkan
kedalam program CSR tempat anda
bekerja. Sokola Pesisir Mariso secara
rutin mengupdate perkembangan
dan laporan keuangan dalam aksi
penggalangan dana ini lewat blog
mereka di www.sekolahpesisir.

ada, terutama untuk pendidikan
dasar sangat mempengaruhi kualitas
pendidikan di Tanah Papua.

Kondisi rill lain adalah bahwa
kebijakan pendidikan pemerintah
sendiri secara umum tidak berpihak
kepada kondisi sosial ekonomi
masyarakat Papua. Tingginya biaya
sekolah pada satu sisi masih menjadi
masalah bagi orang tua murid.
Masalah tersebut di perparah oleh
keberadaan sekolah yang tidak
merata yang mengakibatkan sulitnya
masyarakat di daerah terpencil dan
pedalaman untuk mendapatkan
pelayananan pendidikan. Kebanyakan
anak usia sekolah terhambat untuk
memasuki jenjang sekolah karena
kondisi ekonomi orang tua yang
lemah sehingga tidak mampu
membiayai sekolah anak-anaknya.
Hal ini semakin diperparah dengan
topografi yang sangat sulit ditembus
dan jarak jauh untuk mencapai
sekolah-sekolah terdekat. Hambatan-
hambatan ini mengakibatkan
banyaknya anak putus sekolah dan
tidak melanjutkan studi. Kondisi rill
ini perlu di pahami secara cermat
oleh decision maker pada level atas
(pusat).

Membangun sektor pendidikan
Tanah Papua, memang tetap mengacu
pada regulasi nasional Indonesia,
namun memperhatikan kondisi dan
kekhususan serta ketersediaan sarana

wordpress.com serta akun twitter
mereka di @sekolahpesisir.

dan pra sarasana serta infrastruktur
pembangunan yang ada maka di
butuhkan sebuah proses “adaptasi”
kebijakan sektor pendidikan nasional.

Sebagai contohnya, kebijakan
negara untuk memberlakukan
standarisasi nilai ujian di semua
sekolah-sekolah yang ada di
Indonesia tentunya berkorelasi
dengan ketersediaan fasilitas
penunjang proses pendidikan yang
ada, sumberdaya manusia yang
tersedia (tenaga guru, buku dan
sebagainya), kondisi pemerintahan
serta konflik-konflik pembangunan
yang ada. Oleh sebab itu adaptasi
kebijakan nasional ke dalam kondisi
lokal Papua sesuai undang-udang
otonomi khusus penting untuk di
lakukan.

Papua merupakan wilayah unik,
khas dan memiliki ciri tersendiri
sehingga membangun Tanah Papua
untuk sektor pendidikan dan sektor-
sektor lainnya membutuhkan sebuah
proses adaptasi kebijakan. Ada
4 hal utama yang penting dalam
membangun sektor pendidikan dan
sektor-sektor terkiat lainnya, yakni
keberpihakan, komitmen, hati dan
kesabaran. Memberikan ruang diskusi
dan mengakomodir aspirasi lokal
merupakan approch yang di anggap
bisa mereduksi gap pembangunan
pendidikan di Tanah Papua.

Memang jika di lihat dari sisi

foto: Chozin

penganggaran, alokasi dana otonomis
khusus di Tanah Papua sangat
besar dan memberikan prioritas
utama kepada sektor pendidikan
dan kesehatan yang bersumber dari
Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi
Khusus, penerimaan khusus dan dana
tambahan dalam rangka otonomisasi.
Namun dalam hal pengelolaan dan
pengalokasiannya masih terbentur
dan dikendalikan oleh pemerintah
pusat. Hal-hal yang bersifat
opersional masih tetap di kendalikan
oleh pusat. Dengan demikian
memberikan dampak yang besar
terhadap pelayanan publik khususnya
pembangunan sektor-sektor penting
seperti pendidikan di Tanah Papua.
Fenomena ini menyebabkan
demokrasi dalam sektor pendidikan
pun tidak dirasakan dengan baik oleh
mereka yang masih hidup jauh di
pedalaman maupun perkotaan yang
notabenenya masyarakat kecil yang
sudah pasti menjadi korban dalam
pembangunan. Kondisi pembangunan
sektor pendidikan di Tanah Papua
memang sangat kompleks karena
tidak hanya membutuhkan adanya
kebijakan tetapi juga political will
dan political action baik pada tataran
pemerintah pusat dan daerah. Kedua
unsur di atas mutlak dibutuhkan
bagi upaya pembenahan sistem
pendidikan di Tanah Papua.
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Pendidikan Kita Belum sebagai
Pembentuk Karakter

Wawancara Ekslusif: Anies BaswedanP enulis: Nur Hasanah

Minggu, 29 April 2012, Nur Hasanah dan
Muhammad Chozin menghadiri Kelas Inspirasi
yang diadakan oleh Gerakan Indonesia Mengajar.
Bertempat di The East, Mega Kuningan jam

4.00 WIB, hadir Hikmat, Direktur Eksekutif
Indonesia Mengajar, dan Penggagas Gerakan

Indonesia Mengajar Anies Baswedan. Pada
kesempatan tersebut, Nui menjadi wartawan
dadakan, berhasil mewawancarai beliau berdua
di sela-sela acara berlangsung. Berikut petikan
wawancara Nui dan Pak Anies

foto: Chozin

SJ Magz: Menurut Bapak, apa sebenarnya tujuan utama pendidikan?

AB: Tujuan dari pendidikan adalah punya karakter, sesudah itu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan hal tersebut
masih menjadi tantangan untuk kita. Dalam pendidikan di Indonesia, kita belum mencapai hal itu, kita masih konsentrasi
pada pengetahuan dan ketrampilan. Indikasi tidak tercapainya tujuan pendidikan sebagai pembentukan karakter adalah
banyaknya korupsi di Indonesia. Mereka kan lulusan sekolah.

SJ Magz: Jadi menurut Bapak, korupsi adalah hasil dari pendidikan yang ‘salah’?

AB: Pendidikan di rumah dan di sekolah, la wong sandal di masjid saja masih sering hilang. Itulah pendidikan di rumah
juga yang menentukan karakter seseorang, yaitu kejujuran. Jadi jangan sampai pendidikan dipandang semata-semata
soal pengetahuan.

SJ Magz: Lalu bagaimana caranya mencapai pendidikan sebagai pembentukan karakter itu?

AB: Gurunya yang harus baik. Kalo Anda punya guru yang baik, maka banyak urusan akan berjalan baik. Kurikulum di
pelosok sama dengan di kota. Para guru di IM (Indonesia Mengajar, red) ini, memiliki kompetensi yang baik, lalu motivasi
yang sangat tinggi, lalu memiliki teknik penyampaian yang baik. Sehingga sekolah menjadi sebuat tempat pembelajaran
yang nyaman dan menarik.

S] Magz: Jadi menurut Bapak, kualitas guru di pelosok masih rendah?

AB: Seluruh Indonesia. Ada tiga hal yang menjadi masalah: yang pertama adalah kesejahteraan, pemerataan, dan kualitas.
Distribusi guru tidak merata, terdapat 21% sekolah di kota yang kekurangan guru, 34% sekolah di desa kekurangan guru,
dan di pelosok 66%. Pelosok itu adalah pulau-pulau kecil, bukan tentang daerah timur dan barat. Rasio guru kita baik,
satu guru untuk18 siswa., tetapi sekali lagi Ddstribusinya yang sangat tidak merata. Ada sekolah yang kelebihan guru,
dan ada sekolah yang kekurangan guru.

SJ Magz: Lalu bagaimana untuk meningkatkan kulitas guru? Apakah fasilitas merupakan salah satu hal yang harus ditingkatkan?
AB: Guru itu mengajar, modal utamanya adalah manusianya. Walaupun tak punya apapun, dia dapat menggunakan

seluruh ada yang di tempat itu sebagai bahan mengajar. Kita yang di Jakarta ini sering menganggap bahwa dengan kita
mengirimkan fasilitas seperti, buku, laptop, komputer, dan sebagainya akan meningkatkan kualitas, bukan hal itu. Kirim

manusia terbaik, sekolah itu adalah sebuah habitat, dan kita sebagai manusia harus mampu mewarnai habitat tersebut,
sehingga dapat melakukan perubahan. Jadi, fasilitas bukan hal penentu untuk meningkatkan guru berkualitas dan
untuk meningkatkan kualitas sekolah. Kirim manusia yang baik di situ, maka akan membawa hal yang baik. Satu orang
membawa diri akan membawa perubahan. H al itulah yang ingin kita peroleh dari para pengajar muda ini.
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S) Magz: Apa yang ditawarkan IM mendorong para generasi urban agar berkeinginan masuk ke pelosok-pelosok men-
didik anak bangsa?

AB: IM tidak menawarkan reward berupa uang, tetapi IM menawarkan sebuah jalur terhormat, dan jika Anda melaluinya,
Anda akan mendapatkan kehormatan.

Anda ingin satu tahun hidup Anda bermakna untuk orang lain? Anda ingin memiliki saudara baru? Ingin dicintai dengan
tulus? Menerima surat dari seorang anak berterima kasih? Anda akan memiliki kepercayaan diri tinggi untuk mengatakan
'l have served my country’.

Jadi IM tidak menawarkan reward, dan Alhamdulillah responnya baik. Saya ingin menggarisbawahi, anak-anak ini tidak
aneh. Sering orang mengatakan, kok mau ya mereka ke tempat-tempat sulit. Saya ingin katakan bahwa bayangkan pada
saat Indonesia merdeka, terdapat 95% buta huruf. Sukarno dan Hatta itu super institut di jamannya, tetapi dia tidak
memilih mengambil jalur mensejahterakan dirinya atau keluarganya sendiri, justru mengambil jalur lain. Dan kita ddidik
oleh orang-orang seperti itu, hasilnya normal-normal saja kok. Sekarang itu, terdidik, tercerdaskan, tidak berarti harus
individualis, tetapi justru mereka mau melakukan sesuatu untuk bangsanya.

Jadi kita punya stok pejuang. Begitu banyak generasi muda yang ingin berpartisipasi, untuk tahun yang sedang berjalan
ini, ada 8500 pendaftar yang minta untuk bergabung di IM. Padahal hanya 50-70 yang akan di rekrut. Total 19.000 orang
yang sudah mendaftar.

Menyasar Pendidikan Internasional

Wawancara Fasli Jalal, Mantan Wamendiknas, kini konsultan World Bank.
Penulis; M Chozin Amirullah

Di sela-sela seminar nasional mengenai investasi pendidikan internasional yang diselenggarakan oleh IIEF di Hotel JW
Mariott, 14 Februari 2012 lalu, Social Justice Magz berkesempatan mewawancarai Pak Fasli Jalal, mantan Waki Menteri
Pendidikan Nasional yang kini menjadi konsultan di World Bank. Doktor lulusan Cornell (USA) ini menyampaikan gagas-
an-gagasannya mengenai pentingnya pendidikan internasional bagi kemajuan bangsa. Termasuk juga saran-sarannya
untuk ISJN mengenai peluang bergerak di bidang pendidikan di daerah-daerah.

SJ Magz:Gagasan tentang pendidikan internasional selama ini lebih menekankan agara bagaimana Indonesia mengirim
siswa-siswa ke luar negeri. Kenapa tidak dipikirkan juga sebaliknya?

FJ: Betul, saya sepakat. Pertama, gagasan mengenai international education harus kita lihat dalam nafas yang sama
antara kita keluar (mengirimkan siswa keluar negeri -red) dengan kita menawarkan kepada orang luar untuk ke dalam
(belajar di Indonesia - red). Makanya, selain kita memperbanyak pengiriman siswa keluar, kita juga mengundang siswa
dari negara-negara lain untuk belajar di sini. Kedua, bagaimana kalau kerja sama pendidikan dengan luar negeri, agar
tidak hanya antar individu-individu saja, tetapi juga antar institusi. Institusi pendidikan Indonesia bekerja sama dengan
institusi pendidikan luar negeri untuk mengelola program-program bersama. Kerjasamanya harus seimbang, artinya ka-
lau mereka kirim satu siswa, kita kirim satu juga. Ketiga, bisakah studi itu tidak melulu di sana (di negara lain - red), akan
tetapi sebagian waktunya juga studi di dalam negeri, tentu dengan quality assurance yang mereka akui. Misalnya dua
tahun para siswa studi di tempat kita, dan dua tahun berikutnya di sana. Adapun

masalah degree-nya terserah, bisa double degree atau universitas di luar negeri

mengakui bahwa satu atau dua tahun yang di Indonesia tersebut adalah bagian

dari quality control mereka, sehingga bisa diakui secara internasional.

Demikian juga dengan dosennya, kalau bisa saling bertukar. Waktu para siswa luar

negeri studi di Indonesia, ada dosen dari mereka ikut datang mengajar di sini, dan

sebaliknya waktu siswa kita belajar di sana, ada dosen kita yang mengejar di sana.

Mungkin awalnya dosen tersebut hanya mengajar siswa Indonesia, akan tetapi

lama-kelamaan akan mengajar di kelas-kelas non-Indonesia juga. Dengan demiki-

an, postur pendidikan Indonesia akan diakui di sana. Itu yang harus kita upayakan,

supaya ada keseimbangan dalam pendidkan internasional kita.

foto: dodihsyahputra.wordpress.com
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SJ Magz: Jangan sampai pendidikan internasional justru malah mematikan institusi-institusi pendidikan kita ya, Pak.

FJ: Betul! Kita harus yakin kalau bisa menawarkan banyak hal. Kualitas SDM kita cukup memadai kok. Universitas atau
sekolah-sekolah kita, pada waktu menawarkan program ke luar, harus didukung oleh resources nasional yang saling
bahu-membahu. Contohnya, jika ada kampus kelas menengah, seperti UNS (Universitas Sebelas Maret — Surakarta), ingin

menawarkan program internasional, dosen-dosen dari UGM atau UNDIP bisa membantu, untuk meningkatkan perform-
ance mereka di luar negeri. Dosen-dosen tersebut akan membantu meningkatkan daya saing kampus bersangkutan
(untuk go internasional - red).

S) Magz: Bagaimana dengan luar Jawa?

FJ: Untuk luar Jawa, harus ada afirmasi yang lebih progresif, misalnya terhadap siswa. Begitu kelompok anak-anak sudah
terlihat bakatnya waktu di kelas 1 SMA, maka sejak itu terus dipantau dan dibimbing. Sejak mulai SMA, untuk kelompok
anak-anak ini sudah ada pembinaan-pembinaan, seperti pengayaan bahasa Inggris dan informasi tentang study abroad,
sehingga mereka bergairah untuk terus belajar. Karena kalau hanya diserahkan begitu saja pada sekolah, tidak akan ada
motivasi. Kalau didampingi secara khusus, mereka akan bisa berpikir keluar dari mainstream. Mereka sudah punya mimpi
untuk study abroad sejak kelas-kelas awal. Pembinaan itu misalnya bisa dengan mendatangkan native speaker dari ma-
hasiswa asing yang sedang belajar di Indonesia. Seorang native speaker bisa membantu sejumlah sekolah, tidak hanya
satu sekolah saja. Native speaker juga bisa melihat siapa anak-anak yang potensial itu.

S] Magz: Selama ini orientasi pendidikan internasional kita selalu Amerika, atau paling tidak negara-negara Barat.
Bagaimana dengan tujuan ke negara-negara lainnya?

FJ: Kita selama ini sudah membuka diri kepada 27 negara, jadi siswa Indonesia bisa belajar ke mana saja, termasuk ke
negara-negara yang melawan dengan Amerika, seperti Iran. Sepanjang kualitasnya bagus, maka akan didukung. Karena
kita tahu ada hal-hal yang baru dan penting dari setiap negara. Kan, kalau negeri ini dibangun dari berbagai sudut maka
akan kokoh.

S) Magz: Bagaimana daerah-daerah menyambut gagasan pendidikan internasional ini?

FJ: Pemda-pemda saat ini sudah memliki uang. Asal masuk dalam anggaran dan sudah sepakati oleh DPRD-nya, mereka
akan dengan senang hati mendukung program-program international education. Beberapa daerah bahkan punya dana
besar khusus untuk pendidikan. Saya sudah bertemu dengan beberapa daerah yang punya dana besar untuk pendidikan
seperti, Sulsel, Riau, dan Jambi.

SJ Magz: Jika ISIN ingin terjun dalam bidang pendidikan di daerah-daerah, apakah ada saran?

FJ: Sesuai dengan nama jaringan ini, coba buat paket bagaimana agar ISIN bisa diundang oleh orang, lembaga-lembaga
pendidikan, termasuk pemerintah. Di situ kita punya kesempatan untuk menyampaikan semua informasi yang diperlukan
oleh mereka, mulai dari preparation-nya, orientasi pre-departure, training dan sebagainya. Kita tawarkan saja, kalau

mereka sudah tahu, pastikan di mana mereka bisa akses kita dengan mudah. Jangan lupa, dikembangkan juga web yang
punya link terhadap sumber beasiswa di mana saja.

Social Justice Magz
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Social Justice in Indonesian Basic Education:
Avoiding How Working Class Kids Get Working Class Jobs

Amirul Mukminin, PhD.

ducation is a means to develop

students’ intellectual, social, and
personal potential to their highest
level (Nieto & Bode, 2008; Bennett,
2003) and therefore, school’s
mission is to provide all students
regardless of their race, ethnicity,
social class, ability, and other human
differences with an equitable, equal,
and high-quality education (Nieto
& Bode, 2008). Providing such an
education is central in order to have
a highly integrated, well-functioning
society and to maintain social order,
social cohesion, and harmony in
a modern and democratic society
by creating programs, structures,
policies, practices, curriculum that are
“technically advanced and rational
and that encourage social unity.

Through its programs and policies,

Indonesia has made improvements
in basic education consisting of 6
years of primary education and 3
years of junior secondary education.
The national primary school net
enrolment rates have remained above
90 per cent and the national junior
secondary school's net enrolment
rates of students aged between 13
- 15 years old tended to move up
from 41.9 percentin 1992 to 66,52
percent in 2006 and 73.5 percentin
2007 (Ministry of National Education,
2009; the National Development

Planning Agency, 2007). In addition,
Indonesia keeps increasing its
budget on education. The 2009
national education budget reached
207 trillion Indonesian Rupiah [IDR]
in order to reach the level of 20
percent of the total State Budget
target mandated by Law Number 20
of 2003 of the National Education
System (the Ministry of Finance,
2009 as cited in Jalal, et al., 2009).
The Indonesian government wants to
provide an equal opportunity for all
citizens in basic education and uses
education as the vehicle in ensuring
the continual movement toward a
modern and democratic society.

However, although Indonesia
has made improvements in the
basic education, one of the biggest
problems is regarding the provision
of equitable access and success
for disadvantaged children aged
between 7-15 years old in obtaining
basic education with an acceptable
quality. Many school age children
across the country have not been
able to complete their elementary
school. The data show that 2, 5 of 26,
3 million children aged between 7-15
years old did not get basic education
(the National Commission for Child
Protection [NCCP], 2009). In addition,
4,05 of 58,8 million children aged
5-17 were considered as working
children and out of the 4.05 million
working children, 1,76 million or
43,3 percent were child labour (ILO,
2010). Repetition rates in grade 1
are higher than in any other grades.
Repetition rates at the primary level
are four times higher among the
poorest children than among their
richest peers. The poorest children
have dropout rates between 2 and
3 percent and in rural areas; school
dropout rate can reach 8.5% (World
Bank, 2006).

In addition, at secondary education
level, although, a nine-year basic
education is compulsory for children

aged 7-15 years old, the enrolment
of the poor, particularly at the level
of junior high school is low, only 55
percent of children from the low-
income families were enrolled in
junior secondary schools. The main
issue in terms of access to education
concerns the transition to junior
secondary schooling (World Bank,
2007).

The lack of access and success for
the disadvantaged children in the
basic education in urban, rural, and
remote areas will lead them to be
unable to develop their intellectual,
social, and personal potential to
the highest level and be powerless
to function in a modern society
in future because they cannot
be involved in “socialization and
selection” processes. Given that a
number of school age children across
the country have not been able
to have access and success in the
basic education, which also means
that they will not be able to learn
the basic knowledge, attitudes, and
moral values to function in a modern
society, the Indonesian government
should provide all students with the
resources necessary to learn to their
full potential in order to socialize
them into various roles, behaviours,
and values of the society that they
will need as productive citizens in a
modern society. The following part
will discuss the terms accessible,
equal and equitable education, and
success in relation to social justice in
the Indonesian basic education.

Promoting access and success for the
disadvantaged children

in the basic education

What is accessible education?
Promoting access and success for the
disadvantaged children in the basic
education in urban, rural, and remote
areas in Indonesia is needed to help
them to “develop their intellectual,
social, and personal potential to
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the highest level” (Nieto & Bode,
2008; Bennett, 2003, p. 19). What
is accessible education in relation
to disadvantaged children? The

£ £ To deal with child
labour, the central
government in
cooperation with local
governments should
enhance the accessibility
to post basic education
in rural and remote
areas.

concept of access is generally related
to entry into the formal school
system and includes three important
elements, "getting to school, getting
into school, and getting through
school.” (Braun & Kanjee, 2006,

p. 307). Getting to school means
how students go to school, how

far they have to travel, and how

long it takes. Getting into school is
related to what obstacles and odds
that they face to attend schools
(safety, child labour, admission

fees, tests, and available schools).

On the other hand, getting through
school means promoting “policies
and practices, both influenced by

the quality of education provided”
(Braun & Kanjee, 2006, p. 307). In
other words, accessible education
for the disadvantaged children is
related to how educational programs,
structures, policies, and practices

are provided for them so that they
get ready, get in, and get through
school. Failure to provide accessible
education for all students will confirm
that society is held together based
on the ability of dominant groups

to impose their will and values on
subordinate groups through force,
subordination, and manipulation
(Sadovnik, 2007).

What is an equal and equitable
education? Education and school
function to develop and maintain

a modern and democratic society,
particularly in relation to an equal
opportunity for all citizens (Sadovnik,
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2007). An equal opportunity in
education is related to simply provide
the same resources and opportunities
for all students (Nieto & Bode
(2008). While, "equity goes beyond
equality” (p. 11). Equity focuses

on the principle that “all students
must be given the real possibility

of an equality of outcomes” (p. 11).
According to Braun & Kanjee (2006),
the concept of equity refers to the
belief that essentially all children
can learn and should be provided
with an equal opportunity to learn
regardless of their characteristics
and a high quality education within
any education system could not be
achieved without having educational
equity.

What is social justice in education?
Another interesting term associated
with an educational equity is the
term “social justice”, promoting

each person the real opportunity

to develop and achieve their
potential "by giving them access

to the goods, services, and social

and cultural capital of a society,
while also affirming the culture and
talents of each individual and the
group or groups with which they
identify” (Nieto & Bode, 2008, p.

11). Both terms, equal and equitable
education, are fundamental to the
disadvantaged children in Indonesia.
The principles reflecting on the two
terms will ensure that their potential,
cultures, talents, and strengths will
be promoted to help them succeed in
participating in a modern society.
What does success mean in
education? There is a lot of buzz
these days regarding student success
in social justice in education. It is

an umbrella term for a group of
desirable outcomes in schools.
Although they did not specifically
state for the disadvantaged

children, Kuh et al. (2007) defined
success in college or school

refers to “academic achievement;
engagement in educationally
purposeful activities; satisfaction;
acquisition of desired knowledge,
skills, and competencies; persistence;
and attainment of educational
objectives” (p. 10. Success for the
disadvantaged children will not occur

if an educational system or school
maintains the dominant interests
of society. Hence, it can be said
that success for the disadvantaged
children refers to the context where
they can engage in academic and
social activities in school to obtain
desired knowledge, skills, and
competencies required in @ modern
society.
The constraints on access and success

Two major constraints that might
be related to the lack of access
and success for the disadvantaged
children in Indonesia are (1)
economic constraints including
cost and affordability or financial
support and child labour and (2)
organizational and institutional
constraints consisting of available
schools, teacher deployment,
curriculum and standardized testing,
and instructional media (books).
Economic constraints
Cost and affordability

Low income in general is the most
significant barrier for disadvantaged
children to go to school. For the
disadvantaged population in urban,
rural, and remote areas, access,
enrolment, persistence, retention,
and completion decisions will also
depend on the availability of the
funding. The data show that 2,5 of
26,3 million children aged between
7-15 years old did not get basic
education due to a financial matter
(the National Commission for Child
Protection, 2009). Tuition fees and
other school costs also force students
from low-income families are out
of mandatory education. The other
school costs include infrastructure
fees, books, supplies, uniforms,
shoes, textbooks, and transportation
fees (The National Commission
for Child Protection, 2009). Such
costs will result in fewer and fewer
disadvantaged children to be found
in schools, which finally make them
remain disadvantaged children
and remain working class kids and
families in society if the Indonesian
government'’s programs and policies
do not favour them.
Child labour

Another constraint that has
prevented the disadvantaged
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children from going to school is
child labour. The disadvantaged
children’s parents are not willing

to let their children go to school.
Due to poverty, the disadvantaged
children’s parents will rely on child
labour for their income. If they send
their children to school, they will
lose the opportunity cost. Another
possible consequence of child labour
is that it will lead the disadvantaged
children and their parents to reject
what the school gives to their
children due to low economic return
to education. Parents may not
believe that the qualification that
their children will get after finishing
their basic education will improve
their life. Becoming child labour is
easy for the poor and parents do not
need to provide them with specific
skills through education. Given

that more than 4,05 of 58,8 million
children aged 5-17 were considered
as working children and out of the
4.05 million working children, 1.76
million or 43.3 percent were child
labour (ILO, 2010), the Indonesian
government through schools across
the country should provide these
children with specific programs
encouraging them to go to schools.

Organizational Constraints

The following are some
organizational and institutional
constraints related to access and
success for disadvantaged children
including available schools, teacher
deployment, and curriculum and
standardized testing, instructional
media, and books.
Schools and teachers

Low quality schools and teachers
in rural and remote areas and in
slums are two factors constraining
the disadvantaged children to have
access and success in school. Good
schools and teachers in such areas
are not always available. In Indonesia,
there were more classrooms that
were seriously broken and most
of those classrooms were in rural,
remote, and slum areas. In terms of
teacher deployment, based on the
2005 World Bank Survey on teacher
employment and deployment of
385 schools including 276 primary,

70 junior secondary, and 39 senior
secondary schools in 12 sampled
districts, at primary school level, 68
percent of urban and 52 percent of
rural schools had more teachers.
Conversely, 66 percent of primary
schools in remote areas were lack of
teachers. At junior secondary schools,
81 percent of them oversupplied

Equal and equitable
education are
fundamental to
the disadvantaged
children in
Indonesia. The
principles reflecting
on the two terms
will ensure that their
potential, cultures,
talents, and strengths
will be promoted to
help them succeed
in participating in a
modern society.

with teachers, whereas 13 percent
of the schools had lack of teachers
(World Bank, 2006). The findings of
the 2005 World Bank study indicate
the existence of inequality for
remote schools. Children who are
from disadvantaged families have
limited access to quality schools
and experienced teachers, which
consequently will influence what
they will learn and how they are
prepared in schools and which finally
will make them remain in low ability
groups throughout their educational
careers.
Curriculum and standardized testing
Although, the Indonesian education
policy has significantly changed from
the centralization to decentralization
since 2001, curriculum and
standardized testing (the national
exam) are still under the control of
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the central government. The Ministry
of National Education and the
National Education Standards Agency
(BSNP) launched a new curriculum
policy to develop the Education Unit
Curriculum (KTSP) in 2006. Within
this new policy, teachers are given
rights to modify the learning process
according to the school needs and
condition (MoNE, 2006). However, the
final assessment is not solely held

by the teachers but by the central
government using the national exam
throughout the country. These two
education policies are unfair for the
disadvantaged children who learn

in low quality schools in terms of
facilities and teachers in rural and
remote areas, but they are gauged by
using the same test.

Instructional media constraints

It is not uncommon that textbooks
change yearly, requiring families
to purchase new books for each
child although in 2008, the Ministry
of National Education launched a
national book policy. The policy
was intended to buy the copyrights
to 295 textbooks for elementary,
junior, senior and vocational schools.
According to the new book policy,
each textbook lasts at least five years
and teachers, students, parents, and
schools can download the books
easily through internet (Sampoerna
Foundation, 2008). However, this
policy did not work well for students
and teachers living in remote areas
because they do not have electricity,
computer, and internet connection to
download all those books.

Given that the books, curriculum,
and standardized testing are
centralized in Indonesia, the content
is of course generalized for all
Indonesian students. Teachers and
schools throughout the country
must use the same materials and
books that are decided in Jakarta, the
capital of Indonesia for all students.
However, for the disadvantaged
children who come from the poor,
rural, and remote areas, these policies
may lead them into troubles. They
learn the books and materials that are
similar to those that the rich students
learn in cities, but their values and
perspectives may be excluded. They
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do not have a lot of facilities as the
rich children have either.

Policy recommendations: How
various policies and programs should
address the constraints to promote
access and success for disadvantaged
children in the basic education?

Meyer (1977) recognized the direct
link between schooling and social
position. He stated the educational
allocation hypotheses as follows:
“the creation social rules allocating
status and competence to graduates
leads to the socialization of students
for expanded social roles, but such
rules lower the prospects of non-
students and in a sense desocialize
them.”. Meyer (1977) added that
“educational allocation rules give to
the schools social charters to define
people as graduates and as therefore
possessing distinctive rights and
capacities.” (p. 118). In other words,
schools produce social categories,
many of which are enacted as
educational credentials. Hence, for
the most disadvantaged children
in Indonesia, access and success in
education will become the vehicle
to get involved in “socialization and
selection” processes and possess
educational credentials, which may
be useful for them to functionin a
modern society.

However, given that the poor
have no power to change the school
programs and policies, the following
specific policy recommendations
can be implemented by the four
key actors, the Ministry of National
Education (MoNE) and the Ministry
of Religious Affairs (MoRA) in
cooperation with the department
of education at the provincial
and district levels, to address the
constraints on access and success
and to provide social justice in the
Indonesian basic education.

To address the issue of the costs
such as tuition fees, infrastructure
fees, books, supplies, uniforms,
shoes, textbooks, and transportation
fees, the central government in
cooperation with local governments
should (1) restructure the whole
student financial aid systems to
meet the needs of students from
low-income families, particularly,
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the School Operational Assistance
Fund (Dana BOS) that has been run
since 2005. Other strategies are to
(2) provide or eliminate school and
uniforms fees, (3) provide conditional
cash transfers, and (4) establish
"mechanism to redistribute funds to
the poorer regions that are lagging

in terms of access to education”
(UNESCO, 2007, p. 25).

To deal with child labour, the
central government in cooperation
with local governments should
enhance the accessibility to
post basic education in rural and
remote areas because “parents
may intuitively understand that
the economic benefit of primary
schooling alone are not enough
to offset the opportunity cost of
attending " (UN Millennium Project,
2005). Other potential programs are
through providing school feeding
program as an incentive to go to
school and establishing health
program to limit absenteeism (UN
Millennium Project, 2005). Another
alternative is to provide “flexible
schooling adapts to the work
season and compensates for lost
time through independent learning
modules or summer schools”
(UNESCO, 2007, p. 27).

To deal with the problems of
the quality schools and teachers
in rural and remote areas, specific
interventions should be taken:

*establishing smaller and
multigrade schools to limit walking
distance or building more schools
and classrooms.

*teachers should be recruited and
appointed locally and allocated to
districts and schools. They are posted
to schools and transferred between
schools within a district by provincial
and district administrations based
on the staffing formula set by the
Ministry of National Education.

*young and experienced teachers
are obliged to serve in rural and
remote schools for a minimum of
three years and a maximum of five
years with incentives and promotions.

for a long-term solution, providing
school and college scholarships for
students from rural or remote areas
who are interested in becoming

teachers and serve their home areas.

To address the issue of curriculum,
the government should revise the
curricula, from the centralized
curricula to child-centred curricula,
which will ensure that their potential,
cultures, talents, and strengths will
be promoted to help them succeed in
participating in a modern society.

In terms of standardized testing,
the use of the National Final Exam
should be reformed by not utilizing
it as the only measure to decide
students who can continue to the
next level of education and who
cannot. The National Final Exam
should be used as only the test to
monitor the quality of education in
every province throughout Indonesia.
Each province should be allowed to
have its own standardized test.

To deal with the cultural
constraints, the family and
community involvement in student
learning should be promoted and
programmed. The lack of their
involvement will influence student
achievement. Ladson-Billings
(2006) wrote, "We lack complex
understandings of how individual,
family, community, school, and
societal factors interact to create
school failures for some students” (p.
106).

CONCLUSION

In this paper, | have addressed
the issues related to disadvantaged
children’s limited access and success
and the social justice educational
programs to promote their access
and success in the Indonesian
basic education. If the Indonesian
government wants to provide an
equal opportunity for all citizens in
basic education and uses education
as the vehicle in ensuring the
continual movement toward a
modern and democratic society, it
must create programs, structures,
policies, practices, curriculum that are
technically advanced and rational and
that encourage social unity. Failure
to provide the most disadvantaged
children with accessible and
quality education will make them
have no vehicle to get involved
in "socialization and selection”
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processes and possess educational
credentials, which are useful for them
to continue their further education
and function well in a modern
society. In addition, failure to provide
the most disadvantaged children with
a quality education will make them
remain working class kids and get
working class jobs in Indonesia.

There are three important terms
with regards to social justice in
education, the term accessible
education for the most disadvantaged
children is related to how educational
programs, structures, policies, and
practices are provided for them so
that they get ready, get in, and get
through school. The term equity is
associated with the idea that every
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Hello everyone, how are you?
Hello everyone, how are you?
Hello everyone, how are you?
How are you today?

I'm very well thank you, how are you?
I'm very well thank you, how are you?
I'm very well thank you, how are you?
How are you today?

Demikian anak-anak di play-
group Westgate Primary School,
Newcastle upon Tyne, United
Kingdom, mengawali hari mereka.
Selain mengalamatkan lagu itu
untuk semua orang, mereka juga
menyanyikannya untuk setiap anak,
misalnya:'Hello ILlham, how are you?’,
yang kemudian dijawab oleh Ilham
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Sehari di Play-group, Newcastle
Upon Tyne, Inggris

foto: Rilda

dengan: 'I'm very well thank you,

how are you?'. Demikian seterusnya.
Mereka bernyanyi hingga setiap
orang yang hadir di ruangan -semua
anak, guru-guru dan asisten guru/
relawan- mendapat giliran.
Mengiringi lagu yang mereka
nyanyikan, anak-anak juga melakukan
British Sign Language (BSL). Contoh
gerakan BSL adalah melambai

untuk menandakan ‘hello’ dan
menangkupkan lima jari tangan
(dengan tegak-lurus) di depan dagu
lalu digerakkan ke depan untuk ‘thank
you'. BSL ini menyertai hampir setiap
lagu yang dinyanyikan di sekolah,
juga beberapa buku cerita bergambar,
semisal The Very Hungry Caterpillar.
BSL diajarkan di sekolah untuk

Rilda A.Oe. Taneko

mendidik anak-anak berkomunikasi.
Selain dengan mengucap, anak-anak
juga diajak berkomunikasi dengan
menggunakan BSL ini, yang bertujuan
membangun kepekaan anak pada
teman-teman dan orang-orang yang
tidak atau kurang mampu mendengar.
Selesai bernyanyi di pagi hari

itu, anak-anak bebas melakukan
kegiatan yang mereka pilih. Mereka
boleh duduk dimana saja di karpet
area yang disediakan di ruangan
kelas. Mereka juga boleh duduk di
kursi-kursi kecil yang mengelilingi
meja-meja. Di tiap meja disediakan
bermacam permainan dan kegiatan,
misalnya: membangun balok,
menggunting dan menempel, melukis
dengan kelereng dan play dough/
membentuk lilin. Karpet tempat
mereka duduk bersama kadang
disulap menjadi tempat bermain
mobil-mobilan atau kereta, lengkap
dengan jalanan/ rail dan tempat
parkirnya.

Sudut-sudut kelas juga dipenuhi
dengan berbagai permainan: rumah-
rumahan lengkap dengan dapurnya,
rumah boneka, sudut komputer,
water area atau tempat bermain air,
sand area dan sudut dress-up yang
dipenuhi kostum-kostum beraneka
rupa. Anak-anak dapat bermain

foto: Rilda
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dengan kostum kesukaan mereka
seperti baju atau gaun tokoh-tokoh
kartun: Snow White, Cinderella,

Buzz Light Year, Sportacus atau baju
pangeran. Mereka juga dapat memilih
berbagai seragam profesi seperti
polisi, dokter, tukang bangunan dan
pemadam kebakaran.

Setiap hari anak-anak menemui per-
mainan dan kegiatan baru karena per-
mainan dan kegiatan yang ada selalu
diganti oleh guru. Aneka aktifitas juga
dirancang sedemikian rupa untuk
mendidik mereka mencintai lingkun-
gan dan kebersihan. Salah satu pro-
gramnya adalah program daur ulang.
Contohnya membuat istana, benteng,
pohon, hewan dan robot dari karton
bekas, roket dari botol-botol plas-

tik bekas dan tempat menanam biji
bunga dari bekas tempat telur.
Sekitar jam 11 pagi, guru-guru
memberikan aba-aba agar anak-anak
berbenah. Sambil berberes anak-anak
turut bernyanyi menirukan gurunya,
‘tidy-up time, tidy-up time'. Setelah
membereskan permainan dan men-
cuci tangan, anak-anak kembali duduk
di karpet, bernyanyi bersama, mem-
baca buku dan makan buah-buahan
yang disediakan guru, seperti anggur,
apel, pisang, stroberi. Semua buah
dipotong-potong kecil dan diletakkan
di dalam mangkuk-mangkuk plastik.
Selepas ‘fruit-time’ anak-anak

bermain kembali. Biasanya mereka
akan ke halaman sekolah. Namun jika
hujan deras, mereka akan bermain di
hall. Di halaman sekolah, anak-anak
bisa bermain apa saja. Ada luncuran,
sand-pit, sepeda, mobil, atau sekadar
meniup gelembung sabun.

Di halaman sekolah, anak-anak juga
diajar untuk memberi makan burung-
burung. Selain kotak-kotak makanan
yang digantung di pohon, anak-anak
juga dapat membuat sendiri tempat
makanan burung, misalnya dengan
memasukkan sereal berbentuk cincin
ke ranting-ranting.

Anak-anak kembali ke kelas untuk
makan siang. Mereka kembali men-
cuci tangan sebelum duduk di karpet,
bernyanyi dan membaca buku.
Sementara itu meja-meja tempat
bermain, yang telah dirapihkan, kini
dialasi dengan taplak. Satu per satu
anak duduk menghadapi meja dan
menunggu makanan dihidangkan.
Rupa-rupa makanan yang diberikan
seperti roti toast dengan keju parut,
cracker-bread dengan soft-cheese,
sereal, pasta dengan keju, spaghetti,
pizza dan salad (yang biasanya mere-
ka buat sendiri), atau mie goreng.
Setiap makan siang anak-anak dapat

memilih minuman yang mereka sukai:

susuy, jus buah atau air putih.
Selesai makan, anak-anak akan kem-
bali ke karpet area, membaca buku,

S A
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bermain dan bernyanyi lagi. Mereka
terus bernyanyi hingga orang tua
mereka datang menjemput.

Goodbye, I'll see you next time
Goodbye, I'll see you next time

Goodbye, I'll see you next time, we had

a happy day
Goodbye!

Sejak anak-anak berumur tiga
tahun, mereka berhak atas pendidikan
cuma-cuma dari pemerintah United
Kingdom. Semua kegiatan, buku-
buku, makanan dan minuman yang
disediakan sekolah dapat dinikmati
tanpa membayar sepeser-pun
uang. Ditambah dengan kualifikasi
guru-guru yang harus menamatkan
pendidikan anak usia dini, sertifikasi
food hygiene, sertifikasi keselamatan
atau Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K), track record check
dari kepolisian dan perbandingan
tanggung jawab 1:5 untuk guru dan
anak-anak; Juga dengan ketatnya
aturan dalam mendokumentasikan
kegiatan seperti tidak boleh memoto
anak-anak tanpa seizin orang tua;
Walaupun tetap harus berhati-hati
dan waspada, setidaknya orang tua
boleh berlega melepas anaknya ke
sekolah.

Social Justice Magz
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Ketika Sekolah Tidak Lagi Menarik

Melihat Dunia Pekerja Anak di Mesir

Penulis: Fitriah Kartini

Ketika pertama kali datang
ke Mesir, saya tidak pernah
membayangkan akan bertemu
dengan banyak sekali pekerja
anak di segala sektor.
Waktu menunjukkan pukul

11 pagi. Suara bel rumah
berbunyi, saya mengintip dari lubang
pintu yang biasa terdapat di setiap
pintu flat untuk melihat siapa yang
berada di luar. "Min?" “"ana Ahmed,
indak malabis?” (saya Ahmed,
punya baju untuk dicuci?). Ahmed
berperawakan sedikit gempal dengan
rambut sangat ikal dan bermata
coklat. la menggunakan rompi biru
dengan nama laundry tempat dia
bekerja. Setiap hari dia berkeliling
di seputaran blok perumahan untuk
mencari pelanggan cuci setrika.

Upahnya dalam sehari tidak menentu,

dari tempat dia bekerja dalam sehari
dia mendapat upah LE 10 (LE 1 =

Rp. 1500) dan terkadang lebih jika
pelanggan memberikannya baksis
(upah tambahan).
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Lain waktu Ahmad, seorang
anak berumur 8 tahun yang juga
bertubuh sedikit gempal dengan
rambut ikal dan selalu tersenyum,
mengantarkan barang belanjaan
saya dari warung di dekat flat tempat
saya tinggal. Flat saya di lantai 3
tanpa lift. Saya sempat bercakap-
cakap dengan Ahmad karena terlihat
dia suka berinteraksi dengan
warga asing di Mesir. Ahmad murid
sekolah Tsanawiyah (SMP) hingga
jam 3 sore dan setelah sekolah
dia menjadi buruh antar barang
hingga jam sebelas malam. Upah
yang didapat untuk sekali antar
minimal LE 1. Dalam sehari Ahmad
bisa mendapatkan minimal LE 10
dan tergantung tips dari pemesan
barang-barang. Dia mengatakan
bahwa orang tuanya menuntut dia
sudah mulai bekerja mencari uang
untuk tambahan keluarganya. Di
Mesir, pendapatan pekerja anak
menyumbang seperempat dari
pendapatan total keluarga.

foto: Fitriah Kartini

Sementara Syaima, anak penjual
sayur di bawah flat terlihat sangat
dewasa. Beberapa hari dalam
seminggu dia menemani ibunya
berjualan sayur. Menggunakan
pakaian jalabiyah (gamis) dan
kerudung, Syaima lincah menimbang
sayuran yang dibeli dan memasukkan
ke dalam tas plastik. Parasnya yang
cantik tertutup oleh kotoran tanah
dari sayuran di seluruh tubuhnya.
Jika saya berbelanja sayur padanya,
dia selalu menawarkan jasa untuk
mengantarkan sayuran tersebut ke
atas tempat saya tinggal. Tentunya
setelah itu dia akan mendapatkan
upah. Pemandangan anak-anak yang
bekerja di saat seharusnya mereka
menimba ilmu sangatlah mudah
ditemukan. Bahkan yang bekerja di
industri berat seperti pengolahan
batu granit menjadi sebuah
lempengan marmer yang berharga
jutaan rupiah, mengoperasikan
alat-alat berat di pabrik rumahan,
pengolahan sampah, buruh bangunan
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dan pertanian. Upah merekapun
sangat minim tidak sesuai dengan
bahaya yang mengancam di balik
pekerjaan tersebut.

Mahmod, murid tsanawiyah
(SMP) saya temui menjadi kusir
delman pariwisata di Pulau
Qanatir. la bercerita bahwa setiap
harinya setelah bersekolah, dia
bekerja sebagai kusir delman
untuk membawa para turis asing
dan domestik yang mengunjungi
pulau ini. Upah yang diterimanya
minimal 10 Egyptian Poun (LE) dan
bila hari libur dia mendapat upah
minimum LE20. Mahmod senang
dengan pekerjaannya saat ini
karena tidaklah memberatkan dan
ia mendapat upah yang lumayan
apalagi jika penumpang memberikan
baksis (tips) bagi pelayanannya.
Sepanjang perjalanan menggunakan
kapal penyebrangan di Sungai Nil,
saya menjumpai banyak anak-anak
bekerja, baik sebagai nelayan, pekerja
di pertambangan pasir, perusahaan
pembuat kapal dan perkebunan
yang terbentang sepanjang sungai.
Sudah tidak diragukan lagi bahwa
kemiskinan dan ekonomi adalah akar
utama permasalahan pekerja anak
di Mesir. Anak-anak dari golongan
miskin dituntut untuk bekerja
mencari tambahan pendapatan
keluarga. Jumlah penduduk yang
berada di bawah garis kemiskinan
adalah 20% dari 80 juta jiwa.

Menurut data UNICEF lebih dari
2,7 juta anak-anak usia 6 — 14
tahun menjadi pekerja di Mesir.

Minimum umur pekerja anak yang
diberlakukan di Mesir sesuai dengan
undang-undang Mesir adalah 14
tahun. Jumlah pekerja anak di

sektor pertanian mencapai jumlah
77.7%, sektor industri 14,9%, sektor
komersil 6% dan sektor jasa 1,14%.
Jumlah penduduk usia 5 hingga 17
tahun di Mesir adalah 17 juta jiwa.

Selanjutnya, sekitar 46% anak-
anak berumur 15 dan 17 tahun
adalah pekerja dan 4,87% dari
mereka memberikan pendapatannya
untuk keluarga. Pekerja anak
perempuan mencapai 21%. Jumlah
pekerja anak di wilayah atas Mesir
berjumlah 7,42% dan di wilayah
bawah Mesir sebesar 8,4%. Jumlah
ini meningkat 8,3% dari umur
12-14 tahun. Sedangkan sebanyak
120.000 anak-anak umur 5-17 tahun
tidak pergi ke sekolah diantaranya
5,5% laki-laki dan 5,49% adalah
perempuan. Kualitas sekolah yang
buruk juga sebagai salah satu pemicu
ketidakhadiran anak-anak di sekolah.
Kapasitas kelas yang banyak dengan
gaji guru yang minim mengakibatkan
kualitas belajar-mengajar yang
sangat rendah dan sering terjadinya
kekerasan terhadap siswa murid di
sekolah.

Seperti yang dikatakan Said, anak
laki-laki berperawakan kecil dan
kurus yang selalu ramah menyapa
saya bila kami bersua di jalan, "Saya
murid Tsanawiyah (SMP). Saya senang
pergi sekolah tapi kalau gurunya jahat
dan tidak baik, saya memilih untuk
tidak masuk sekolah”. Menurutnya,

dia lebih senang bekerja sebagai
buruh jasa antar karena hanya itulah
yang bisa dia lakukan dan orang
tuanya tidak melarang Said untuk
bekerja. Perawakannya yang kecil dan
kerdil tak sebanding dengan umurnya
yang sudah 12 tahun. Kondisi ini
memang lazim ditemukan di Mesir
karena hampir 30% anak-anak di
bawah usia 5 tahun mengalami
kekerdilan diakibatkan gizi buruk
(UNDP, 2011)

Pada momen Kompetisi Piala Afrika
tahun 2006, ibu negara Suzanne
Mubarak sempat membuat program
“Red Card to Child Labour”. Pekerja
anak, anak jalanan dan anak-anak
bermasalah hukum lainnya menjadi
permasalahan besar di Mesir. Apalagi
di masa transisi ini dimana situasi
politik dan keamanan yang melemah
menyebabkan banyak anak-anak
mengalami kekerasan baik di jalanan
dan di tempat bekerjanya.

Pemerintah telah mewajibkan
pendidikan anak hingga 9 tahun
namun sekolah menjadi sebuah
tempat yang kurang menarik bagi
mereka. Beberapa kasus kekerasan
dalam kegiatan ajar mengajar,
kekerasan fisik baik oleh guru dan
teman sekolah, apa yang didapat
oleh mereka dianggap tidaklah sesuai
dengan yang diharapkan sehingga
banyak anak-anak yang memilih
untuk tidak bersekolah. Selain
itu di lingkaran penduduk miskin,
seorang anak yang bisa mendapatkan
penghasilan akan lebih dihargai oleh
keluarga mereka.

Persoalan pekerja anak tentunya
tidak perlu dipermasalahkan
selama anak-anak tersebut senang
untuk melakukannya. Tetapi jika
tenaga mereka digunakan melebihi
kemampuan mereka seharusnya
hal ini tidaklah bisa dibiarkan.
Pertanyaannya adalah apakah kita
bisa mengurangi jumlah pekerja anak
yang terus meningkat sementara
justru mereka memberikan kontribusi
yang cukup untuk pendapatan
keluarga?

Social Justice Magz
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Jalan Panjang Menuju
Perdamaian Sejati

wal Juli 2009, untuk pertama

sekali saya menginjakkan kaki
di Ambon. Sisa-sisa kerusuhan yang
pecah pada awal 1999 sebagai
akibat dari konflik sosial yang
mengatasnamakan agama masih
tampak jelas. Rumah-rumah yang
terbakar saat kerusuhan telah
ditumbuhi rumput liar dan pohon-
pohon yang cukup besar. Sebagian
sudah mulai diperbaiki seadanya
agar dapat ditinggali. Namun masih
banyak juga yang ditelantarkan
begitu saja seakan tanpa pemilik
karena kabarnya masih trauma untuk
kembali ke Ambon. Sebagian yang
lain sudah pindah ke kawasan lain
yang hanya ditempati oleh mereka
dari satu komunitas agama saja.
Beberapa kalimat yang mengandung
unsur provokasi masih sempat saya
baca di beberapa tembok pinggir
jalan tapi kini telah berganti dengan
cat putih polos.

Bertempat tinggal di kawasan yang
didominasi oleh salah satu komunitas
agama serta berada diantara rekan-
rekan kerja yang semuanya berasal
dari komunitas tersebut namun pada
saat bersamaan juga berinteraksi
dengan anggota komunitas agama
yang lain, merupakan pengalaman
yang sangat berharga bagi saya.
Cerita dari masing-masing mereka
telah memberikan sedikit banyak
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gambaran tentang peristiwa
kerusuhan yang telah memakan
ribuan korban jiwa dan kerugian
materil yang besar. Saya yang juga
berasal dari wilayah konflik, dapat
memahami jika sebagian dari mereka
masih menyimpan rasa trauma yang
mendalam dan harapan yang besar
agar peristiwa berdarah tersebut
tidak akan pernah terulang kembali.
Dan harapan saya, kedekatan saya
dengan dua komunitas tersebut
dapat menjadi jembatan kecil untuk
membangun rasa saling percaya
antara dua komunitas ini.

Berkantor di Universitas Pattimura
(UNPATTI), Kampus Poka, memberi
kesempatan kepada saya untuk
melihat dampak kerusuhan terhadap
universitas negeri yang pertama dan
satu-satunya di Maluku ini. Terlihat
sebagian besar adalah gedung baru
dan beberapa lagi masih sedang
dalam pengerjaan. Sekilas tidak
tampak adanya segregasi dalam
kampus, karena tidak ada perbedaan
yang mencolok antara penampilan
mahasiswa yang mewakili dua
komunitas agama yang berbeda ini.
Namun ketika kita melihat lebih
dekat, tidak dapat dipungkiri bahwa
segregasi itu juga masuk ke dalam
kampus. Kondisi ini mengingatkan
saya pada isu ras, terutama antara
White American dan Black American
yang sampai saat ini masih menjadi
pekerjaan rumah yang besar di USA,
sementara disini ada isu agama,
yang juga membutuhkan perhatian
serius dari semua pihak terutama
lembaga-lembaga pendidikan
untuk menghasilkan generasi yang
berkualitas yang mampu menjawab
tantangan masa depan bukan menjadi
preman.

Kondisi internal UNPATTI yang
seperti ini dapat menjadi lahan subur
untuk dipolitisir bagi kepentingan
pihak-pihak tertentu seperti yang
diakui juga oleh Wagub Maluku,
usai demonstrasi mahasiswa yang
berakhir dengan pengrusakan
fasilitas kampus pada bulan Juli
2011 laly, "Masalah yang terjadi di

dalam kampus ini adalah masalah
internal kampus, tidak dibawa ke
ranah-ranah yang lain, terutama
sekali ke ranah agama karena sudah
mulai ada indikasi-indikasi, mulai
ada pemain-pemain yang mulai
membawa masalah ini ke ranah itu.
Tidak ada masalah politik disini, ini
masalah proses belajar mengajar.
Tetapi memang ada pemain-pemain
yang mencoba bermain agar kampus
ini tidak aman,” (Harian Siwalima, 8
Juli 2011).

Persoalan internal yang harus
dihadapi oleh UNPATTI ini telah
menjadikan lembaga pendidikan
kebanggaan masyarakat Maluku
lebih terlihat sebagai korban yang
masih membutuhkan semangat dari
luar untuk bangkit berbenah diri.
UNPATTI yang menjadi salah satu
indikator akan gambaran kerukunan
umat beragama di Maluku harus
segera mengambil peran sebagai
aktor yang mampu menyatukan
kembali serpihan kepercayaan antar
dua komunitas agama ini dengan
memberikan ruang-ruang bagi
pemulihan trauma melalui dialog-
dialog yang konstruktif antar warga
civitas akademika dan kemudian
memperluas ruang-ruang tersebut
hingga ke komunitas-komunitas
lainnya di luar kampus. Walaupun
jalan menuju perdamaian yang sejati
ini di Maluku masih relatif panjang,
namun jika dimulai dengan langkah
kecil dari sekarang, pasti akan
sampai juga ke tujuan itu dan sudah
sepantasnyalah jika UNPATTI sebagai
‘the center of excellence’ diharapkan
mampu menjadi leading.

*penulis adalah alumni IFP cohort
3.

Kontributor: Julia Novrita*-ISJN Maluku
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Nourishing the Planet

y mother used to work so hard

and she never went to school.
There was a district farm institute six
miles away, and she would go there
for trainings, and then she would
come back and teach us how to grow
soya beans and how to cook cakes
and nutritious meals. | thought if |
had training in agriculture and food,
then | could help the women in my
community. It all started with my
mother.

My dreams came true in the Fall
of 2007 when | was awarded an IFP
fellowship to attend graduate school
at the University of California, Davis.
| come from a low income family,
and had the heavy responsibility
of raising my six children, while
also taking care of my siblings.

This hindered my professional
advancement, although | had built up
significant experience in the field of
rural and agricultural development
after receiving my bachelor’s

degree in Agriculture from Makerere
University in 1981.

Most opportunities for scholarships
target beneficiaries below 35 years
of age. So at 48 years old, | could
not believe it when | received the
phone call from IFP’s partnering
organization in Uganda, the
Association for the Advancement of
Higher Education and Development
(AHEAD), congratulating me on being
chosen as one of 14 Fellows-Elect for
the new academic year.

Graduating from UC Davis with a
degree in International Agricultural
Development opened up many
opportunities for me. Immediately
following my studies, | returned to
Uganda to serve as Team Leader
in an exercise to clean up massive
corruption and misappropriation of
funds in the National Agricultural
Advisory Services (NAADS). NAADS
is a program of the Ugandan
government put in place to increase
the efficiency and effectiveness of
agricultural extension services. It
has a mandate to develop a demand-

driven, farmer-led agricultural service

delivery system targeting the poor
subsistence farmers, with emphasis
on women, youth and people with
disabilities. Before my fellowship, |
had been a successful District NAADS
Coordinator, winning accolades as the
best performing district in the NAADS
program. Now, as a Team Leader

with a master’s degree, | was able

to help 10,000 small holder farmers
in Northern Uganda benefit from
agricultural inputs and technologies
procured using the recovered funds.

Today, | am Senior Partner at Reach
Your Destiny, a consultancy firm |
co-own with another IFP Alumnus,
Simon Amajuru Madraru, who has
a master’s degree in Human Rights
from the University of Denver. My
areas of focus are agriculture, rural
development, food and nutrition.

Since August 2010, Reach Your
Destiny has been implementing what
is known as "CoolBot" technology
in the Arua district of northwestern
Uganda. "CoolBot” refers to a device
that works with a cooling system
-- like an air-conditioner -- to control
and coordinate the system'’s output
in a way that is affordable, energy-
efficient, and environmentally-
friendly. Using a "CoolBot”, farmers
can transform a highly-insulated
room into a walk-in cooler, keeping
their vegetables fresh for several
days.

At the moment, | am constructing
a store from local materials (bricks,
grass thatch, and chicken feathers
as insulation) that uses solar energy
(solar panels, inverter, air conditioner
and deep cycle batteries) to cool
down the space to 15 degrees
centigrade, so that the shelf life of
local vegetables are prolonged by 5-7
days. This technology will save post-
harvest losses and wastage by 50 to
70 percent.

Meanwhile, my network of friends
from the Rotary Clubs in California
have supported my activities by
donating 10 treadle irrigation

Foto:www.fordifp.net

pumps that will benefit 10 women'’s
groups this year. The women will
now be able to grow vegetables

like tomatoes, cabbages, onions,
eggplants and other local varieties
during the dry season, which has not
until now been possible because

of seasonal climate conditions. The
irrigation pump is expected to help
boost their vegetable production,
family consumption, and income from
sales.

Last year, | co-authored a chapter
in the Worldwatch Institute’s widely-
read annual publication, State of the
World. The 2011 edition of the book
is called Innovations that Nourish the
Planet, and the chapter | co-wrote,
titled "Harnessing the Knowledge
and Skills of Women Farmers”,
focuses on innovations that improve
gender equity.

I've also been conducting career
guidance talks in secondary
schools in the West Nile region to
encourage girls to continue with
higher education. In October 2008,
| was recognized as a "role model
of distinction" by the Ugandan
Chapter of the Forum for African
Women Educationalists for my role in
promoting girl child education

Royce Gloria Androa Ayikoru
graduated in 2009 from the University

of California, Davis with a master’s
degree in International Agricultural
Development. www.fordifp.net
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Agung Wardhana dan Politik
Perebutan Atas Ruang Bali

Pertengahan Juli tahun ini,
tepatnya pada 16-18 Juli 2012,
Universitas Udayana (UNUD) Bali
akan mengadakan International
Conference on Bali in Global
Asia: Between Modernization and
Heritage Formation. Konferensi yang
diselenggarakan dengan kerjasama
dengan KITLV/Leiden, lIAS/Leiden dan
University of Gottingen, merupakan
perayaan dalam rangka perayaan 50
tahun Universitas Udayana. Berbagai
deretan nama Indonesianis akan hadir
dan menyampaikan pemikiran mereka
tentang isu-isu Bali kontemporer,
misalnya Schulte Nordholt (Belanda)
dan Adrian Vickers (Australia).

Agung Wardana, alumnus
International Fellowship Program

(IFP) Ford Foundation Cohort VIII
dan anggota Indonesia Social Justice
Network (ISIN), juga terpilih untuk
mempresentasikan pokok-pokok
pikirannya. Adapun tema yang akan
ia bawakan adalah politik perebutan
atas ruang Bali dengan judul ‘Law as
Kurusetra: the Politics of Provincial
Regulation on Spatial Planning for
Bali'. Setelah menyelesaikan Master
of Laws (LLM) in Environmental Law
pada School of Law, University of
Nottingham, Inggis, di bawah program
IFP Ford Foundation, saat ini ia
dipercaya menjadi staf pengajar di
Fakutas Hukum, Undiknas University,
Bali sambil melanjutkan kerja
sosialnya di WALHI Bali Institute.
(Nelti)
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Anak-Anak Semakin
Ramai Belajar di Rumah

Berawal dari kegelisahan
terhadap kondisi anak-anak
yang berkebutuhan khusus dan yang
kurang mendapatkan perhatian
di Berau, Kalimantan Timur, Eka
Nureska mencoba merespon dengan
membuka layanan konsultasi
psikologi gratis di rumahnya. Mulanya
hanya beberapa tetangga terdekatnya
saja yang hadir, akan tetapi lama
kelamaan bertambah peminatnya.
Kini rumah tempat tinggal Eka setiap
hari ramai oleh anak-anak yang
belajar. Bukan hanya anak-anak yang
berkebutuhan khusus saja, bahkan
saat ini sudah berdiri lembaga
pendidikan setingkat TK dan TPQ.
Awalnya Eka, yang asli Jakarta
itu, datang ke Berau hanya karena
mengikuti suami yang kebetulan
mendapat tugas sebagai dokter di
Berau. Sebagai ibu rumah tangga
dengan 3 anak, mulanya Eka hanya
berdiam di rumah saja mengasuh
anak-anak. Akan tetapi sense
aktivismenya sebagai alumni IFP
membuat dia tidak mau tinggal diam
saja di rumah. Dia berpikir harus
ada sesuatu yang bisa diperbuat
untuk membantu masyarakat di

sekelilingnya.

Eka prihatin dengan masih
randahnya pengetahuan masyarakat
mengenai anak-anak yang
berkebutuhan khusus sehingga
seringkali dianggap sebagai anak-
anak tidak normal. Dari situlah
dirinya berpikir untuk memberikan
kontribusi memberikan penyadaran
bahwa anak-anak berkebutuhan
khusus penanganannya sederhana.
Kebetulan dirinya memang punya
latar belakang pendidikan psikologi
ketika menempuh S1 dan S2 di UGM.

Kini lembaga yang dibinanya mulai
tumbuh dan berkembang. Meskipun
masih menggunakan ruang depan
dan ruang tengah rumahnya sendiri,

lembaga tersebut tidak sepi peminat.

Mulai pagi, siang dan sore selalu
ramai oleh kelas-kelas anak, dari
yang sekedar konsultasi, mengikuti
TPQ dan juga bimbingan belajar
khusus. Kini Eka berencana untuk
mengembangkan lembaganya agar
bisa memiliki gedung tersendiri
sehingga anak-anak bimbingannya
tidak lagi harus berdesak-desakan di
rumahnya. (M Chozin)
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Emmy Primadona Ambil Bagian
di Workshop Internasional on Safeguards for REDD+

mmy Primadona, Cohort 8

dari Jambi, ambil bagian
pada Workshop Internasional
on safeguards for REDD+, yang
dilaksanakan di Kota Baguio,
Filipina, 28 April hingga 2 Mei 2012
lalu. REDD (Reducing Emissions
from Deforestation and Forest
Degradation) sendiri adalah salah
satu kegiatan mitigasi perubahan
iklim di sektor kehutanan, dan
bersifat sukarela serta menghormati
kedaulatan negara (sovereignty).
Workshop yang ditaja oleh Tebtebba

and Rainforest Foundation Norway
(RFN) ini dihadiri oleh 15 negara,
sebagai ajang share learning
perkembangan REDD di negara
masing-masing.

Workshop sendiri akan
membicarakan implementasi
safeguard dan perkembangannya
di setiap negara, bagaimana proses
ini berjalan, siapa aktor utama, dan
apa saja input yang dimasukkan
dalam kerangka safeguard untuk
merepresentasikan kepentingan
lokal dalam hal ini masyarakat

terasing yang tinggal di sekitar
hutan. Untuk sesi ini dari Indonesia
akan di presentasi oleh Steny

dari HUMA. Sedangkan untuk

sesi country up date, tentang
perkembang implementasi REDD
sehubungan dengan strategi
nasional, institutional dan politik

di belakangnya, Emmy sendiri yang
akan mempresentasikannya. Semoga
saja ini membuka jalan buat Emmy
yang kini bekerja di WARSI, NGO yang
fokus ke isu lingkungan di Jambi, ke
pertemuan-pertemuan internasional
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Ketika Desa dan Kota Tanpa Jarak,
Siapkah Pemerintah Kota Menghadapi
Urbanisasi 2030?

foto:Rafianti

Setiap hari, diperhitungkan, 180
ribu orang di dunia melakukan
migrasi ke perkotaan. Pada tahun
2020, peningkatan arus urbanisasi
diperkirakan mencapai 50 persen.
Dan pada 2030, tinggal 39 persen
penduduk dunia yang tinggal di
kawasan pedesaan. Berarti 61 persen
dari penduduk dunia telah menjadi
warga kota. Perkiraan ini berdasarkan
perhitungan yang dilakukan Human
Settlements Statistik Database 2001
seperti dikutip Economy and Social
Commission for Asia and the Pacific
(ESCAP, 2005).

Di tahun 2030 pula, Asia
merupakan kontinen yang memiliki
jumlah penduduk kota terbesar di
muka bumi. Diperkirakan, penduduk
Asia yang hidup di kota berjumlah
2.6 miliar jiwa atau lebih kurang 32
% dari jumlah penduduk di dunia
yang saat itu diperkirakan berjumlah
8.1 miliar jiwa. Di Indonesia sendiri,
penduduk kota akan mencapai 63.5
persen. Kenaikan ini mencapai 50
persen dalam kurun waktu 40 tahun
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dari tahun 1990 hingga 2030.

Dipaparkan lagi, pada 2015 ada 22
kota di dunia yang berpenduduk lebih
dari 10 juta, 17 kota diantaranya
adalah kota-kota yang berada
di negara berkembang, dan 13
diantaranya berada di kawasan Asia
Pasifik,yang ini juga berarti termasuk
Indonesia. Sebagai ilustrasi saja, saat
ini Jakarta sudah berpenduduk 8 juta
jiwa, Surabaya 2.8 juta jiwa, Bandung
2.5 juta jiwa, dan Medan2.067 juta
jiwa.

Pembangunan yang timpang
antara kota dan pedesaan ternyata
merupakan gejala umum yang terjadi
di negara low-income. Demi mengejar
pertumbuhan nilai ekonomi nasional,
pemerintah lebih memprioritaskan
penyediaan sarana dan prasarana
untuk kawasan industri dan
perkotaan.

Sementara itu, industrialisasi yang
mempengaruhi cuaca global semakin
membuat usaha pertanian tidak lagi
memberikan janji. Petani tradisional
bingung dengan perubahan iklim

yang mengacaukan sistem pola tanam
yang sudah mereka praktikkan sejak
zaman nenek moyang. Sementara,
bidang pekerjaan idaman kaum muda
sekarang sudah beralih dari bidang
pertanian dan peternakan ke bidang
perbankan, informasi dan teknologi,
dan manajemen bisnis. Mereka tidak
mau bersusah payah berkotor-kotor
dan berbau-bau mengurusi ternak
dan tanaman.

Implikasi urbanisasi memang
akhirnya membawa perubahan pada
dinamika kehidupan sosial, ekonomi,
lingkungan, dan tatanan politik suatu
negara yang lebih luas. Tapi tidak
jarang urbanisasi membawa implikasi
negatif dari pada positif. Menurut
laporan ESCAP (2005), kesenjangan
kaum miskin dan kaya di kota-
kota besar semakin tajam. Dalam
terminology ESCAP, seseorang yang
masuk dalam kategori miskin adalah
tidak memiliki rumah layak huni, tidak
mendapatkan standar pelayanan kota
berupa air bersih, sanitasi, drainase,
dan pelayanan sosial lainnya.

Kaum migran yang merupakan
pendatang kebanyakan terjebak
dalam kemiskinan akibat rendahnya
daya saing untuk mendapatkan
pekerjaan. Tidak saja di negara low-
income, di negara maju pun kondisi
ini menimbulkan kesenjangan sosial
yang cukup tajam antara penduduk
pendatang dan penduduk kota asli.
Akibatnya, terjadi praktik rasial,
strata, dan bentrokan antar etnis.
Disebutkan, rata-rata 36 persen
penduduk kota di negara berkembang
hidup dalam kemiskinan. Bahkan dari
estimasi konservatif, menyebutkan
bahwa kota yang saat ini memiliki
30 persen penduduk miskin akan
membengkak menjadi 45 — 50 persen
pada 2030. Dan masyarakat yang
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terjebak dalam keputus-asaan karena
tidak mampu hidup dalam tekanan
perkotaan terancam menjadi prilaku
kriminal.

Urban Environmental Governance

Dalam Urban environment
setiap proses pembangunan selalu
bersamaan dengan upaya perbaikan
lingkungan. Dalam praktiknya,
urban environmental governance
adalah sebuah fleksibilitas dari
praktik desentralisasi yang ternyata
telah dilakukan hampir sebagian
besar negara-negara di Asia Pasifik,
kecuali Cina dan Vietnam. Namun
tantangan lain jauh lebih besar
karena desentralisasi menyebabkan
menurunnya alokasi keuangan yang
diterima oleh pemerintah kota.
Pemerintah kota harus lebih giat
mencari pendapatan sendiri karena
tidak lagi 100 persen bergantung
pada alokasi dana dari pemerintah
pusat. Makanya pada kondisi ini
menempatkan pemerintah kota
pada sisi dilematis karena selain
berusaha mengatasi masalah
finansialnya, di sisi lain dia juga
harus mengembangkan kapasitas
infrastruktur dan sumberdaya
manusianya.

Konteks desentralisasi adalah
proses pemerintahan yang dijalan
secara efektif dan efisien yang
melibatkan kerjasama dengan
berbagai elemen. Keberhasilan
desentralisasi pada sebuah kota
adalah ketika penduduknya memiliki
kesempatan dan kemampuan yang
sejajar untuk menikmati keuntungan
sosial dari sebuah kota. Kota
menjamin penduduknya memiliki
akses sehingga mampu menghasilkan
pendapatan yang layak. Kondisi ini
kemudian membawa pada perubahan
peningkatan kondisi lingkungan
dan sosial yang lebih baik. Proses
inilah kemudian yang membawa
kepada pembangunan berwawasan
lingkungan.

Kota ideal selayaknya adalah kota
yang produktif, inklusif, berwawasan
lingkungan, dan well governed
(memiliki system administrasi
dan pemerintahan yang baik).
Namun demikian, memberikan
peluang sebesar-besarnya terhadap

perbedaan dan keberagaman

pada sebuah kota secara universal
menimbulkan masalah pada
pelaksanaan strategi pengembangan
kota yang berwawasan lingkungan.

Secara garis besar, ada 8
permasalahan besar yang dihadapi
sebuah kota yakni, perumahan,
pelayanan publik perkotaan,
ketersediaan air bersih, sanitasi
dan drainase, pengelolaan sampah
padat dan B3, transportsi, polusi
udara, dan resiko bencana.
Mengkounter permasalahan di
atas, beberapa negara di dunia
telah mengembangkan beberapa
strategi pembangunan kota. Sebagai
contoh, Inggris mengembangkan
strategi nasional bernama Strategies
Planning Assessment, sementara
Belanda menyebutnya dengan
Sustainability Outlook. Untuk tingkat
regional, PBB mempromosikan
“Sustainable Cities Program”.

Di Asia sendiri, baru tiga negara
mengadopsi strategi ini; Thailand,
Filipina, dan Vietnam. Negara Afrika
Selatan tercatat sebagai negara

yang lumayan sukses mengadopsi
strategi Sustainable Cities Program
milik PBB ini, tapi mereka kemudian
mengembangkannya sendiri menjadi
City Development Strategy.

City Development Strategy
merupakan gabungan dari empat
kombinasi strategi pembangunan
kota yakni, sustainable city (kota

foto:Rafianti

berkelanjutan), inclusive city (kota
inklusif), productive city (kota
produktif), dan well-governed city
(kota dengan tatanan pemerintahan
yang baik).

Kota yang berwawasan
lingkungan adalah kota yang sedikit
menimbulkan dampak lingkungan
terhadap sumberdaya alam, menjaga
kesinambungan alam, dan membuat
kota menjadi nyaman sebagai tempat
tinggal. Kota yang berwawasan
lingkungan juga mampu menyediakan
sumber pendapatan (financial
resources) bagi penduduknya dengan
mempertimbangkan keseimbangan
lingkungan karena didukung sumber
daya manusia yang sadar lingkungan.

Kota yang produktif adalah
kota yang menjamin mayoritas
penduduknya bisa bekerja dan
memperoleh penghidupan layak di
sebuah kota. Ada empat strategy
mewujudkan kota produktif yakni,
menciptakan ruang kompetitif yang
menguntungkan, meningkatkan
keterampilan sumberdaya
manusianya, membangun sistem
transportasi, dan pelayanan kota yang
effisien.

Kota yang inklusif berarti kota yang
mendukung warganya memperoleh
kesempatan dan kemampuan
yang sama menikmati fasilitas
sosial sebuah kota dengan cara;
menyediakan jasa dan pelayanan
kota untuk membangun lingkungan

Social Justice Magz



pemukiman yang berwawasan
lingkungan; struktur sosial yang
konsisten dan stabil, serta rasa aman
dari tindakan kriminal maupun
bencana lainnya.

Sementara mewujudkan
pemerintahan yang baik dilakukan
melalui praktik politik dan institusi
yang stabil dimana keterbukaan,
dinamika, dan perbedaan bisa
diakomodir. Ada empat perangkat
yang harus diperhatikan mewujudkan
pemerintahan yang baik; tugas dan
tanggung jawab yang jelas antar
lembaga pemerintah, kepemimpinan
dan kemitraan, system administrasi
yang efektif, dan pemerintahan yang
dijalankan secara transparan dan
jujur.

Teori Sustainable City

Dari teori pengembangan
sustainable city, mewujudkan kota
yang berwawasan lingkungan
bergantung dari kinerja pemerintah
lokal dengan melakukan empat
hal yakni, efektif administrasi,
transparansi dan jujur,
tanggungjawab yang jelas antar
lembaga pemerintah, dan pola
kepemimpinan dan kemitraan yang
tepat. Keempat faktor ini kemudian
akan bisa menjalankan tiga strategi
lainnya yakni perbaikan lingkungan,
peningkatan kegiatan ekonomi, dan
pelayanan sosial perkotaan.

Perbaikan lingkungan melingkupi
upaya pengelolaan sampah,
penyedian air bersih, perbaikan
kualitas udara, ketersediaan energy
yang cukup, system transportasi,
peningkatan kualitas tempat
tinggal, menjaga sumberdaya
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keanekaragaman hayati, sumberdaya
perairan laut, dan pengelolaan
bencana.

Dari aspek ekonomi adalah
ketersediaan sumberdaya financial
seperti ketersediaan lapangan kerja
dan peluang-peluang ekonomi
lainnya yang menguntungkan.
Sementara dari aspek social adalah;
meningkatkan keselamatan dan
keamanan warganya, menciptakan

sumberdaya manusia yang kompetitif,

peningkatan keterampilan dan
kemampuan sumberdaya manusia,
perbaikan pemukiman, infrastruktur,
dan program penurunan kemiskinan
lainnya.

Negara ASEAN sendiri sejak
2003 telah membentuk ASEAN
Working group on Environmentally
Sustainable Cities (AWGESC).
Fokusnya meningkatkan kualitas
lingkungan hidup di kota-kota Negara
ASEAN dengan mengutamakan
peningkatan tiga aspek lingkungan;
udara, air, dan pengelolaan sampah
domestik.

Sampai saat ini 10 negara yang
menyatakan keikutsertaannya dalam
working group Environmentally
Sustainable Cities (ESC) yakni. Brunei
Darussalam, Kamboja, Indonesia,

foto:Wijayanto

Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina,
Singapura, Thailand, dan Vietnam.
Indonesia menyertakan tiga kota
partisipan ESC yakni, Balikpapan,
Medan, dan Denpasar.

Belajar dari Kisah Sukses

Kedengarannya memang
complicated alias “njlimet”
menjalankan strategi kota yang
berkelanjutan. Tapi dalam praktiknya,
banyak juga kota-kota, terutama
kota-kota di Asia Pasifik, telah
menunjukkan kemajuan dalam hal ini.

Untuk di Indonesia, Kota Surabaya,
menurut laporan ESCAP, telah
berhasil menjalankan program
pengelolaan sampah kota.
Pengelolaan ini dijalankan dengan
memberdayakan masyarakatnya dan
dengan menerapkan “User Fees"”

. User Fees ini maksudnya adalah
retribusi yang dikenakan kepada
setiap penghasil sampah, orang atau
institusi.

Kota lain yang berhasil mengatasi
sampah kotanya adalah Dhaka-
Bangladesh, Kathmandu-Nepal,
Nanthaburi-Thailand, dan Fukuoka-
Japan. Dhaka berhasil mengajak
masyarakatnya melakukan pemisahan
sampah dan mendaur ulangnya
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melalui kegiatan pengomposan.
Kathmandu, pengelolaan sampah
domestiknya melibatkan perusahaan
swasta atau sekarang dikenal dengan
istilah Private Public Partnership
(PPP). Sementara Nanthaburi sukses
dengan program penurunan produksi
sampah (reduce) dan menciptakan
mata pencaharian baru dari kegiatan-
kegiatan daur ulang sampah. Fukuoku
di Jepang sukses mentransfer sebuah
teknologi yang dikenal dengan
“Fukuoku Method"” pada pengelolaan
sampah padat kota. Metode ini
mengenalkan teknologi landfill yang
semi aerobic.

Kemudian, ada Ho Chi Minh
di Vietnam, dan Dalian dan
Hongkong di Cina yang sukses
mengimplementasikan strategi
pengelolaan kualitas udara. Busway
di Kota Jakarta juga tercatat
sebagai contoh kasus yang sukses
mengurangi kemacetan lalu lintas dan
mengurangi polusi udara.

Ho Chi Min, Dalian dan Yokohama
juga memiliki cerita sukses dalam
merelokasi kawasan industry. Bahkan,
Kota Kitakyushu di Jepang menjadi
kota yang direkomendasikan bagi
kota-kota di Asia untuk belajar
mewujudkan sebuah Green City.

Kitakyushu adalah sebuah kota
industry utama di Jepang. Menjadi
ciri kota industri kala itu, kota

ini menyumbangkan polusi yang
luar biasa pada udara, air, dan
tanah. Sadar akan kerusakan yang
ditimbulkan karena aktivitas yang
lebih mementingkan peningkatan
ekonomi sesaat, pemerintah dan
masyarakatnya lalu melakukan
perbaikan-perbaikan lingkungan.
Perencanaan kotanya kemudian
disusun dalam sebuah projek
bernama Kitakyushu Eco Town
Project, sejak tahun 1987.

Tiga Kunci Sukses

Menurut pengalaman Jepang,
termasuk pembelajaran dari Kota
Kitakyushu, ada tiga kunci sukses
mewujudkan sustainable city
yakni, pemahaman, partisipasi,
dan kerjasama (understanding,
participation, and cooperation).
Ketika hendak melakukan
pembangunan incinerator, dan
landfill—seperti di Indonesiajuga--
konflik pemerintah dan masyarakat
juga merebak seantero Jepang.
Konflik sampah yang terkenal
di Jepang adalah “Tokyo Waste
War" yang terjadi pada 1971. Tak

tanggung-tanggung konflik ini
berkepanjangan hingga selama 3
tahun.

Selanjutnya melalui kunci sukses
tadi, pemerintah dan masyarakat
memahami perannya masing-masing.
Pemerintah semakin menyadari
pentingnya menyebarkan informasi
tentang fasilitas pengelolaan sampah
kota. Dengan demikian penduduk
lokal dan stakeholder memahami
pemasalahan yang dihadapi dan
melanjutkan melakukan upaya-
upaya mengurangi produksi sampah
bekerjasama dengan pebisnis.

Di sisi lain, masyarakat juga
semakin sadar akan posisinya
sebagai produsen sampah dan harus
melakukan daur ulang terhadap
sampahnya. Termasuk kesadaran
memilah sampah berdasarkan
tipenya, seiring dengan upaya
mengurangi produksi sampah dari
rumah masing-masing.
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Narsis Tapi Inspiratif
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Buku setebal 368 halaman

ini ditulis 25 orang alumni
International Fellowships Program
(IFP) dari Indonesia dengan baragam
angkatan. Selanjutnya, alumni IFP

ini menghimpunkan dirinya dalam
The Indonesia Social Justice Network
(ISIN) sekaligus lembaga ini sebagai
penerbitnya buku yang didedahkan

Judul: “"Menerjang Batas Mengejar
Impian: Kisah Inspiratif Penerima
Beasiswa ke Luar Negeri”

Editor: Cut Intan, Rafianti, dan
Nihayatul Wafiroh

Penulis: Alumni International

Fellowships Program

Penerbit: The Indonesia Social Justice
Network

Terbit: Februari 2012

Tebal: xii-356 halaman

Peresensi: Nasrul Azwar,

Jurnalis Koran Haluan Padang
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sebagai kisah inspiratif.

Galib sebuah buku jenis
begini, ia didekasikan para
penulisnya kepada “sesuatu”
yang telah berhasil mewujudkan
mimpinya. Tentu saja, nyaris
tak ada “cacat bawaan” yang
dituliskan dalam buku itu
terhadap lembaga yang telah
mengantarkan mereka ke
luar negeri untuk bersekolah.
Mendekati sempurna. Moga-
moga memang demikianlah
adanya.

Kendati begitu, buku dengan
judul “"Menerjang Batas
Mengejar Impian: Kisah Inspiratif
Penerima Beasiswa ke Luar
Negeri” yang diterbitkan pada
Februari 2012 ini dengan tiga
orang editor: Cut Intan, Rafianti,
dan Nihayatul Wafiroh, tetap
punya daya gugah bagi yang
merindukan untuk mengejar
impiannya menghenyakkan
kakinya di kampus-kampus top
luar negeri dengan gratis.

Buku liku-liku perjalanan peraih
beasiswa yang disponsori The
Ford Foundation, menurut Diana
Kartika Jahja, Direktur Indonesian
International Education Foundation
(1IEF), dalam pengantarnya,
merupakan representasi bahwa
pendidikan lanjut di luar negeri
bukan hanya milik mereka kaum
elitis yang memiliki uang, memiliki
akses pada informasi terkini, tinggal
di kota besar dan menjadi bagian
dari masyarakat urban dengan segala
fasilitas teknologi terkini.

Buku ini merangkum berbagai
refleksi perjuangan orang-orang yang
sama sekali tak jauh dari gambaran
ideal tersebut namun memiliki tekad
kuat yang akhirnya membawa cita-
cita untuk bersekolah di luar negeri

(halaman xi). Program beasiswa ini
diberikan kepada sebagian kelompok
masyarakat yang terpinggirkan.

Pengantar ini cukup menggelitik,
terutama keterhubungannya
dengan perolehan beasiswa
diutamakan kepada masyarakat yang
terpinggirkan.

Menariknya begini. Awalnya
dikatakan, peraih beasiswa yang
berlatar belakang bagian masyarakat
terpinggirkan dan tak memiliki
biaya untuk melanjutkan pendidikan
tingginya, kini bisa mengejar
impiannya.

Tentu, kemudian kalimat di atas
itu seperti terpatahkan dengan
sendirinya. Mengapa demikian?
Karena kini alumni IFP sebagian
besar berada di posisi kelas sosial
menengah ke atas karena profesi
mereka sebagian besar sebagai
pengajar di perguruan tinggi dengan
penghasilan tentu saja cukup
lumayan. Jikapun ada memilih di
jalur organisasi nonpemerintah,
mereka menempati elite di ornop itu,
tentu dengan konsekuensi gaji yang
lumayan juga.

Mereka itu sekarang merupakan
bagian yang inheren dengan kaum
elitis yang memiliki uang dan posisi
penting. Bukan lagi kelompok, seperti
ditulis Direktur IIEF di atas, yang
terpinggirkan.

Sepanjang pembacaan saya
terhadap buku, yang bukunya
sulit didapatkan di toko buku ini—
mengesankan tak sekadar bagaimana
meraih mimpi kuliah di luar negeri,
tetapi juga memaparkan sisi lain
kehidupan penulisnya. Hampir semua
penulis yang "menyumbangkan”
kisahnya di buku ini menyentuh
relung subjektivitas.

Cut Intan Meutia, sekadar menyebut
contoh (halalam 73) adalah sosok




ook Review

vang telah "menekatkan” dirinya
untuk tak meneruskan S2-nya dengan
alasan kondisi kesehatannya, kendati
akhirnya juga mengikuti tes dan
meraih beasiswa Ford Foundation.

Dua puluh lima artikel yang ditulis,
tak bisa tidak—mungkin karena saat
sebelum menulis telah diberi tema
oleh penyelenggara penerbitan buku
ini—tak lepas dari kisah-kisah yang
sangat subjektif, dan nyaris terkesan
narsis sekali.

Risiko tulisan barbau narsis ini
tampaknya tak bisa dihindari karena
pertimbangan “lain”, tentunya. Dan
ketika buku ini telah dilepas ke ruang
publik, kisah narsis itu bisa jadi akan
menemukan kebermanfaatannya
bagi masyarakat, atau sebaliknya.
Tapi paling tidak, pesan utama
untuk mampu menerjang batas dan
mengejar impian bukan datang atau
jatuh dari langit begitu saja. Ada
tuntutan besar di dalamnya: kerja
keras dan pantang menyerah.

Buku ini tak memiliki pretensi
sebagai karya ilmiah kendati
ditulis oleh orang-orang yang tak
lepas dengan dunia keilmiahan.
Buku ini juga tak berumit-rumit
dalam pemaparannya. Tak ribet
memahaminya. Maka, di sinilah
kelebihan buku itu sehingga
menutupi sisi kekurangannya. Cukup
inspiratif, sebenarnya.

Selain itu, buku ini bisa
jadi didedahkan sebagai
pertanggungjawaban penerima
beasiswa kepada "owner“nya atau
secara luas kepada publik. Dan
bagi yang mau merintis jalan untuk
menjelajah sekolah di luar negeri
dengan beasiswa, tentu wajib
membaca buku ini. Tapi tetap ingat:
terima beasiswanya tapi jangan
jalankan kepentingannya.
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OPPORTUNITY

BEASISWA BELANDA

MUFFIC NESO Indonesia (www.nesoindonesia.or.id)
-Netherlands Fellowship Programmes (NFP)
-Program Orange Tulip Scholarship
-StuNed
-PhD Jalur Khusus DIKTI-NESO

BEASISWA AMERIKA

1.AMINEF (www.aminef.or.id)
-Fulbright Master’s Degree Program
-Fulbright-Freeport Master’s Degree Program
-Fulbright Master of Science & Technology Initiative Degree Program
-Fulbright Presidential Scholarship Program (Ph.D. Program)
-USAID Funded Fulbright Agricultural M.S. and PhD Scholarships
-Fulbright Doctoral Dissertation Research Program
-Fulbright Senior Research Program
-Fulbright Foreign Language (Indonesian) Teaching Assistant (FLTA) Program
-Hubert H. Humphrey Fellowship Program for Mid-Career Professionals
-ILEP (International Leaders In Education Program)
-Community College Initiative Program
-Global Undergraduate Exchange program
-Community College Faculty and Administrator Program

2.Ancora Foundation (www.ancorafoundation.com)
-Ancora Foundation Graduate Fellowship at the John F.
Kennedy School of Government, Harvard University
-Ancora Foundation Graduate Fellowship at Stanford Graduate
School of Business

BEASISWA INGGRIS

Chevening UK Government Scholarships
(http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/scholarships/chevening/)

BEASISWA AUSTRALIA

Australia Award in Indonesia (http://australiaawardsindo.or.id/)
-Endeavour Awards
-Development Awards : Australian Development Scholarhips
-Australian Leadership Awards :
Australian Leadership Award Scholarships, Australian Leadership Award
Fellowships
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SCHOLARSHIP PROGRAM INFORMATION - 2012

» DEGREE: Undergraduate (S1):

Scholarship for 2™ year students who enroll in ITB, ITS, IPB, UGM, UI,
UNAIR, UNDIP, UNIBRAW or UNPAD majoring at MIPA, Economy and Registration

1 GEE;ggsstgggRiﬁOLAR Engineering, have good academic performance, involve actively in (Deadline): March

. student activities or community service and have financial need. 15, 2012
Visit: www.scholarshipandmore.org
- g - —
o ooy v s secsem peromanee, oo 8 1| ogstaten
2 FOUNDATION SCHOLARSHIP actively in student activities or community service and have financial (open):
PROGRAM need November
THE PAITON ENERGY - . .
INDONE<SDIAN YOU(l;\lG Scholarship for 3" year students who enroll in ITB, ITS, UNAND, UB, UNHAS Registration:
3 LEADERS SCHOLARSHIP and UNDANA, have good academic performance, involve actively in (open):
PROGRAM (IVLSP) student activities or community service and have financial need. October
> DEGREE: Master (S2) and PhD (S3):
Scholarship at University of Hawaii for S1 degree majoring Economics, Registration
4 g;ll?_foD\l/ngEuP }ES(I)?I(E:,ER AM Politics & Security, Environment, Population & Health, Education, (deadline):
Pacific Island Dev. Visit: hitp://www.eastwestcenter.org/ November 1%, 2012
PROGRAM TO EXTEND Scholcrship_ for Indonesian S1 _degree in the U.S majoring Education, _ )
Health, Environment, Economic Growth and Democracy and Registration:
SCHOLARSHIP AND TRAINING ) L -
5 TO ACHIEVE SUSTAINABLE Governance and available for a minimum of five years of CLOSED
IMPACTS (PRESTASI employment prior to retirement upon completion of study.
( ) Visit: www.prestasi-iief.org
THE FORD FOUNDATION Scholarship for Ir?donesicn S1 .degree from underservgd groups. that ‘ .
6 INTERNATIONAL FELLOWSHIP lack access to higher education to promote leadership for social Registration:
PROGRAM (IFP justice worldwide and make outstanding contributions in their CLOSED
(IFP) respective fields in their own countries.
> NON DEGREE
Leadership seminar and training for Bachelor's degree in University of Registration:

7 ﬁ;ggﬁfhﬁ IC LEADERSHIP Hawaii for 5-9 months and required to be the EWC’s exchange Visitor Visit hitp://www.east
(J-1) visa sponsorship. westcenter.org/
Scholarship for advance research and professional study for 4 weeks for Registration Period:

BELLAGIO CENTER RESIDENCY scholars, artists, _though'r Iec:ders_, pc_)l_lcymc:ker_s and prc:(_:mlon_e@ at all March 1 -May 1,

8 PROGRAM career stages with a record of significant achievement in their field. 2012
Visit: hitp://www.rockefellerfoundation.org/bellagio-center/residency-
programs
Leadership seminar on July 17-29™, 2011 at University of Hawaii for S

i i iti i egistration:
CHANGING FACES WOMENS pro.fess.loncl womgn at lower and middle Ieve[ pgsﬁpns of Iecdgrsh|p, 9 .

9 LEADERSHIP PROGRAM active in community development, peace building in post-conflict Visit: hiip://www.east
situations, or inter-communal/inter-religious dialogue efforts and should westcenter.org/
have between 5 and 12 years of work experience.

10 ﬂﬂgﬁiﬂ’é g?ﬁﬂsﬁRoeRAM Scholarship for active S1 student in Indonesia to study in an intensive 8 Registration:

(IELSP) week English academic program in the U.S. Visit: www.iief.or.id CLOSED
Registration:
1 JEFFERSON FELLOWSHIP A three weeks study sessions, discussion and briefings for working print Visit https/f east
PROGRAM and broadcast journalists. ; ]
westcenter.org/
Leadership seminar on October 2-16™ , 201 1at University of Hawaii for Registration: Visit

12 | NEW GENERATION SEMINAR youth who have achievements that mark him/her as a leader with further | http: .eastwest
potential within his/her country or community. center.org/
Population and Health Studies seminar for university graduates Registration: Visit

i i i i i iti egistration: Visi
SUMMER SEMINAR ON preferably for oppllgonTs ho!dlng cpp0|.ntrr!enis.wnh un|v§r5|1|es, ' 9.

13 POPULATION government agencies, or private organizations involved in population hitp: .eastwest
and health research/program and to doctoral candidates whose center.org/
dissertation research is directly related to the workshop topic.

Menara Imperium 28th Floor Suite A-B, JI. H.R.Rasuna Said, Jakarta 12980;Tel. No. 021-8317330, Fax No.: 021-8317331; http://www.iief.or.id
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ISJN Media Coverage

1. Suara Pembaruan.com memuat tulisan dari Muhammad Chozin Amirullah, yang berjudul “Keberadaan Marinir AS
di Australia Perlu Diwaspadai Secara Politik dan Ekonomi, " pada tanggal 12 April 2012.
Untuk informasi lebih lanjut silahkan klik http://www.suarapembaruan.com/home/keberadaan-marinir-as-di-
australia-perlu-diwaspadai-secara-politik-dan-ekonomi/19019

2. Muhammad Zamzam Peran perempuan dalam penganggulangan Bencana Erupsi Merapi. Tanggal 12 april 2012.
http://www.jogjatv.tv/berita/12/04/2012/peran-perempuan-dalam-penanggulangan-bencana-erupsi-merapi

3. Kompas cetak, pada tanggal 19 Maret 2012 mempublikasikan tulisan dari alumni IFP, Agus Hernawan yang berjudul
“Panggung Kaum Muda.”

4. Beberapa media seperti Jurnal Nasional, detiknews, lintasberita.com, harian detik, telah memuat berita tentang
keterlibatan ISIN untuk kasus Amar. Mewakili ISIN Indonesia, adalah Muhammad Chozin dan Agus Nahrowi.

5. Pernyataan Muhammad Chozin tentang pemberian gelar dan tanda jasa kepada Suharto dimuat di Pelita online
pada tanggal 10 februari 2012.
Informasi lebih detail http://www.pelitaonline.com/read-cetak/16108/mk-tolak-uji-materiil-pemberian-gelar-dan-
tanda-jasa/

6. Pada tanggal 18 Januari 2012, Jakarta Post memuat artikel yang ditulis oleh Wawan Sobari, yang berjudul
New Legislative threshold could create a tyranny of parties.
Untuk lebih detail, silahkan membuka link http://www.thejakartapost.com/news/2012/01/18/new-legislative-
threshold-could-create-a-tyranny-parties.html

7. Zamzam tanggal 4 November 2011, metronews.com berjudul Organisasi Kampung Halaman Raih Penghargaan
Bergengsi di AS.
http://metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/11/04/139117/0rganisasi-Kampung-Halaman-Raih-Penghargaan-
Bergengsi-di-AS http://asiasociety.org/blog/asia/asia-society-supported-group-kampung-halaman-receives-white-
house-award http://www.centroone.com/news/2011/11/1ss/kampung-halaman-diy-michelle-obama/

8. Helping Society One’s own way adalah judul yang tentang komunitas perpustakaan berisi tentang alumni IFP,
Ninik Wafiroh tentang peran aktif nya untuk komunitas library. Artikel ini dimuat di Jakarta Post pada tanggal 30
November 2011.
Lebih detail silahkan buka link http://www.thejakartapost.com/news/2011/11/30/helping-society-one-s-own-way.
html

9. Tokoh Muslim Rl ikuti program pertukaran ke Australia adalah judul yang dimuat di okezone yang memuat tentang
pernyataan alumni IFP, yaitu Riri Khoriroh, Elis Zuliati Anis, Ninik Wafiroh, yang menjadi peserta pertukaran.
http://international.okezone.com/read/2011/04/30/411/4517 46/ http://www.bisnis.com/articles/tokoh-muda-
muslim-ri-berkunjung-ke-australia

10. Abidah billah setyowati menulis artikel yang berjudul Ecology for Human pada tanggal 12 April 2012, dimuat
di website Ford if online.
http://www.fordifp.org/IFPNews/FellowandAlumniNews/EcologyforHumanity/tabid/289/language/en-US/Default.
aspx

11. Rafianti menjadi salah satu juri dalam Mandiri Kotaku, Bersih Jakartaku (MKBJ) 2012. Program ini digagas oleh
Indopos, Bank Mandiri dan Pemprov DKI Jakarta.
http://www.indopos.co.id/index.php/arsip-berita-indopos/110-box-indopos/2 441 4-semangat-bahas-sampah.html
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http://www.indopos.co.id/index.
php/arsip-berita-indopos/110-box-
indopos/24414-semangat-bahas-sampah.
html

Rafianti

http://www.fordifp.org/
IFPNews/FellowandAlumniNews/
EcologyforHumanity/tabid/289/
language/en-US/Default.aspx

Abidah

http://www.pelitaonline.com/read-
cetak/16108/mk-tolak-uji-materiil-
pemberian-gelar-dan-

tanda-jasa/

M. Chozin
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http://metrotvnews.com/read/
newsvideo/2011/11/04/139117/0Organisasi-
Kampung-Halaman-Raih-Penghargaan-
Bergengsi-di-AS http://asiasociety.org/blog/
asia/asia-society-supported-group-kampung-
halaman-receives-white-house-award http://www.
centroone.com/news/2011/11/1ss/kampung-
halaman-diy-michelle-obama/

Zamzam

http://international.okezone.com/
read/2011/04/30/411/451746/ http://www.
bisnis.com/articles/tokoh-muda-
muslim-ri-berkunjung-ke-australia

Elis, Riri, & Ninik

link http://www.thejakartapost.com/
news/2011/11/30/helping-society-one-s-own-
way.html

Nihayatul Wafirah
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The Indonesian International Education Foundation (lIEF) is an Indonesian not-for-profit organization
that is committed to promoting the development of the Indonesian people through international
education. Established in 1982, IIEF has developed expertise in four core areas: Scholarship and
Fellowship Management; Capacity Development Initiatives; Services to Education; and Testing and
Certification.

Contact Us:

Menara Imperium, 28th Floor, Suite A-B
JI. H.R. Rasuna Said Kav.1, Kuningan
Jakarta Selatan 12980, Indonesia

T: (62-21) 831-7330 F: (62-21) 831-7331
E: iief@indo.net.id W: www.iief.or.id



